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KATA PENGANTAR 
 

Jurnal Pengabdian Negeri adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh CV. Austronesia Akademika, 
yang berlokasi di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Jurnal ini berfokus pada 
publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat, khususnya dalam konteks pembangunan sosial, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia. 
Jurnal Pengabdian Negeri menerima berbagai jenis tulisan dalam laporan kegiatan pengabdian 
masyarakat yang berkaitan dengan isu-isu lokal dan nasional. Dengan pendekatan interdisipliner, jurnal 
ini bertujuan untuk memberikan kontribusi substansial terhadap pengetahuan di bidang pengabdian 
masyarakat serta memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman antara akademisi, praktisi, dan 
komunitas. Setiap publikasi dalam Jurnal Pengabdian Negeri diharapkan dapat menginspirasi inovasi 
serta kolaborasi dalam menciptakan solusi dari tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Jurnal ini juga 
berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya 
pembangunan dan pengembangan berkelanjutan. Melalui kegiatan publikasi ini, CV. Austronesia 
Akademika bertekad untuk memperkuat sinergi antara dunia akademis dan masyarakat dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan bersama.  

Pada Edisi Vol 1 No. 1, 2024, Artikel Pertama berjudul "Transformasi Pola Asuh Dalam 
Mencegah Perkawinan Anak Di Era Digital" oleh Nur Fitri Eka Asbarini, Baiq Dewi Kamariani, dan Maya 
Ulyani mengulas tentang upaya perubahan pola asuh yang dapat mencegah fenomena perkawinan anak 
di era digital. Selanjutnya artikel kedua "Penguatan Peran Generasi Milenial Dalam Politik Cerdas 
Berintegritas Menyongsong Pemilu 2024" karya Lamidi Lamidi, Fitri Kurnianingsih, dan Mayarni Mayarni 
membahas pentingnya peran aktif generasi milenial dalam politik dengan integritas menjelang Pemilu 
2024. Lalu Artikel Ketiga "Pendampingan Pemangku Kepentingan Dalam Governansi Ekowisata Pesisir 
Di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau" oleh Alfiandri Alfiandri, Eko Prasojo, dan Roy Valiant Salomo 
mengeksplorasi pentingnya peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekowisata yang 
berkelanjutan di Pulau Bintan. Pada Artikel keempat "Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS); Studi SDN 013 Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang" oleh Desy Yunasti dan Aspariyana 
Aspariyana berfokus pada upaya sosialisasi perilaku hidup sehat di sekolah dasar. Terakhir Artikel 
Kelimana, "Forum Group Discussion Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pemetaan Potensi 
Sumber Daya Alam di Desa Busung Panjang" oleh Annissa Valentina, Rizqi Apriani Putri, dan Marliani 
Marliani membahas pemberdayaan masyarakat pesisir melalui diskusi kelompok terkait potensi sumber 
daya alam di desa tersebut. 
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Abstrak  
Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada orang 
tua, guru, dan siswa mengenai pola asuh yang efektif dalam mencegah pernikahan anak 
di era digital. Dengan tingginya angka pernikahan anak di Indonesia, meskipun regulasi 
telah diperketat, transformasi pola asuh menjadi strategi penting untuk melindungi hak-
hak anak. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode ceramah dan pembelajaran langsung 
kepada 100 peserta, termasuk perwakilan dari organisasi kepemudaan. Fokus 
pengabdian adalah peningkatan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan anak 
serta pentingnya peran keluarga dalam membangun karakter anak melalui pendekatan 
berbasis nilai agama dan norma sosial. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian 
besar peserta, khususnya orang tua, masih mengalami kesulitan dalam memahami pola 
asuh yang sesuai dengan tantangan digitalisasi. Namun, melalui program ini, mereka 
memperoleh wawasan baru tentang cara membimbing anak di tengah kemajuan teknologi 
dan menghadapi perubahan emosi anak. Kegiatan ini diapresiasi oleh peserta karena 
memberikan panduan konkret untuk menghindari praktik pernikahan anak dan 
memperkuat peran orang tua dalam mendukung pertumbuhan anak secara optimal. 
Diharapkan program ini dapat menjadi langkah awal untuk merumuskan kebijakan lebih 
efektif dalam pencegahan pernikahan anak dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk 
pemerintah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat. Selain itu, pendekatan berbasis 
media digital juga diidentifikasi sebagai alat penting dalam menyebarluaskan edukasi 
tentang hak-hak anak dan bahaya pernikahan dini. Dengan langkah kolaboratif, 
masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga masa depan anak melalui pola 
asuh yang adaptif dan penuh kasih. 

Catatan Artikel 
Dikirim: 10 November 2024 
Dirivisi: 23 November 2024 
Diterima: 30 Desember 2024 
 
Kata Kunci 
Transformasi, Pola Asuh, Era 
Digital 

 
         https://doi.org/10.69812/jpn.v1i1.74  Artikel akses terbuka di bawah CC-BY-SA License. 

  
Pendahuluan  

Era digital saat ini, mayoritas aktivitas tentunya menggunakan media digital. Hal tersebut 
menuntu orang tua meperbaharui diri (Pramensari, Jatut Yoga dan Susanti, 2021). Memperbaharui diri 
berkaitan dengan pola asuh atau pola didik yang diterapkan dalam proses pembelajaran yang dapat 
mencegah adanya pernikahan anak. Pernikahan anak merupakan isu yang kompleks dan mendalam, 
terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana praktik ini sering kali berakar dari kemiskinan 
dan rendahnya tingkat pendidikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun 
regulasi mengenai pernikahan anak telah diperketat, angka pernikahan anak di Indonesia tetap tinggi, 
dengan negara ini menempati peringkat ke-10 di dunia dalam hal jumlah pernikahan anak (Meilani, 
2023). penelitian  menunjukkan bahwa pernikahan anak sering kali dilakukan sebagai upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, di mana orang tua beranggapan bahwa pernikahan 
dapat mengurangi beban finansial (Azinar et al., 2023; Rumble et al., 2018; Tresiana & Duadji, 2021). 
Selain itu, pernikahan anak juga melanggar hak asasi anak dan berpotensi memperpanjang siklus 
kemiskinan antar-generasi, karena anak-anak yang menikah muda cenderung mengalami dampak 

https://journal.austrodemika.org/index.php/jpn
mailto:ekaasbarini@gamil.com
https://doi.org/10.69812/jpn.v1i1.74
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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negatif dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial (Doel-Mackaway, 2023; Ernawati, 2023; Wibowo 
et al., 2021). Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, NGO, 
dan pemimpin agama, dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang efektif untuk mencegah 
pernikahan anak dan melindungi hak-hak anak (Suleman, 2023; Wantu et al., 2021). 

Perkawinan anak salah satu faktor penyebabnya adalah pola asuh orang tua (Muslimin, 2024). 
Oleh karena itu untuk mengantisipasi perkawinan anak pada era digital ini, yang paling berkesan adalah 
pola asuh orang tua. Perkembangan teknologi menjadi faktor utama terhadap perbedaan pola asuh 
setiap orang tua (Yoga Prameswari, Aslan dan Indah Susanti, 2021). Setiap orang tua memiliki pola asuh 
yang berbeda-beda, oleh karena itu akan menghasilkan hasil yang berbeda pada setiap anak dan anak 
akan memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya (Putri Sukarman, 2020).  Pola 
asuh orang tua memiliki kontribusi yang sangat berharga di dalam hidup anak. Mengapa seperti itu, karna 
lewat ayah dan ibu anak bisa habituasi dengan lingkungannya,bisa memahami dunia. Ini dikarenakan 
keluarga sebagai dasar pertama atau pondasi tiang untuk membentuk kepribadian 2 anak. Peran orang 
tua untuk membekali anak dari rumah dengan norma susila atau norma agama dengan pendekaran yang 
efektif dari hati ke hati akan membuat anak memahami dampak negatif apabila terlalu jauh bergaul 
(Lestari, 2019). Pola asuh oang tau adalah kunci utama dalam membentuk keperibadian anak. 

Beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak seperti faktor tradisi dan budaya, faktor 
ekonomi serta faktor keluarga dan pemahaman orang tua dalam memebrikan pola asuh pada anak 
(Kamariani, Baiq Dewi dan Ridwan, 2023). Oleh karena itu, Orang tua memegang kewajiban pertama 
dan utama penting dalam Mendidik, mengasuh, memelihara dan membesarkan anak. Pada era digital 
saat ini, orang tua perlu berperan sebagai teman atau kerabat, sebagai orang tua perlu menerapkan pola 
asuh pada anak dengan memberikan teguran dan nasihat agar anak tidak mengulangi kesalahannya, 
memberikan kesempatan bagi anak untuk menceritakan masalah yang dihadapi serta memberikan 
solusinya dan orang tua perlu memberikan perhatian dan cinta kasih kepada anaknya melalui tindakan.  

Pengabdian ini bertujuan untuk menegdukasi bagaimana para orang tua dalam memberikan pola 
asuh orang tua sehingga dapat menekan angka pernikahan anak di era digital. Studi ini juga akan 
mengeksplorasi faktor-faktor penyebab pernikahan anak dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai 
pihak dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk menyusun strategi pencegahan 
pernikahan anak yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta situasi sosial 
masyarakat saat ini. 

 
Metode Pengabdian  

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode 
ceramah. Metode ini dipilih karena akan efektif dalam menyampaikan informasi kepada para peserta 
khususnya orang tua dalam hal penjelasan dan pemberian contoh mengenai pentingnya mendidik anak 
di era digital. Selain penggunaan metode ceramah, kami akan memberikan edukasi langsung (direct 
learning) mengenai transformasi pola asuh kususnya pada era digital saat ini. kegiatan ini dilaksanakan 
di Hotel Aston Inn Mataram dengan jumlah peserta 100 orang yang terdiri dari Orang Tua, Guru, siswa-
siswi tingka Menengah Atas dan perwakilan dari organisasi Kepemudaan.  

Karena pentingnya pola asuh dalam menekan perkawinan anak pada era digital, maka tim 
pengabdian melakukan kegiatan ini dibarengi dengan penandatanganan kontrak kerjasama (MoU) 
dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Tandatangan Kontrak 
kerjasama Tim Pengabdian dengan TP PKK Provinsi NTB.   

 
Hasil dan Pembahasan  

Jumlah peserta dalam kegiatan pengabdian ini adalag 100 orang yang terdiri dari Orang Tua, 
Guru, Siswa-siswi dan perwakilan dari organisasi kepemudaan. Kegiatan ini berlangsung selama 1 hari 
dan dilaksanakan secara ofline dan online. Narasumber pada kegiatan ini ada tiga, dua diantaranya 
menyampaikan secara ofline dan satu narasumber menyampaikan materi secara online. Narasumber 
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pertama dari Kalangan Akadmisi Guru Besar Universitas Negeri Mataram menyampaikan materi secara 
ofline membahas pola asuh perspektif agama dan narasumber kedua dari Ketua TP PKK Provinsi NTB 
membahas tentang Pola asuh anak dan remaja diera digital dengan penyampaian materi secara ofline. 
sedangkan narasumber ketiga dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
menyampaikan materi secara ofline dengan tema pola asuh anak dan remaja dalam menekan angka 
perkawinan anak pada era digital.  

Dari hasil intraksi dengan peserta, tim menemukan beberapa fakta bahwa sebagian besar 
peserta khususnya orang tua dan guru masih mengalami kebingunan bagiamana cara memberikan 
pengasuhan yang baik pada anak ditengah-tengah tranformasi digital yang sangat pesat dan menjadi 
ketakutan tersendiri bagi siswa dalam menghadapi dunia yang serba digital. Namun setelah mengikuti 
kegiatan dari tim pengabdian, orang tua, guru dan siswa mendapatkan informasi dengan sumber yang 
akurat bagaimana cara-cara menghadapi trasformasi digital pada saat ini terutama dalam memberikan 
pengasuhan kepada anak sehingga dapat menekan angka perkawinan anak. 

Kegiatan pengabdian ini sangat diapresiasi oleh para peserta karena dengan adanya 
pengabdian dengan topik pola asuh pada transformasi era digital saat ini dapat memberikan wawasan 
dan pemahaman bagaimana cara menyikapi anak yang beranjak dewasa dengan segala bentuk 
perubahan hormonnya, ketidak stabilan emosi dan prilakunya. Para orang tua, guru dan siswa juga dapat 
memahami hal hal yang dapat dihindari agar tidak terjerumus pada perkawinan anak.  

Analisis dari data dan kebijakan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki regulasi yang cukup 
kuat dalam mencegah perkawinan anak, antara lain melalui beberapa undang-undang seperti UU No. 1 
Tahun 1974 yang mengatur batas minimal usia perkawinan dan revisinya pada UU No. 16 Tahun 2019 
yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, tantangan 
dalam implementasi kebijakan di lapangan masih sangat signifikan, terutama di wilayah dengan adat dan 
budaya yang cenderung mendukung perkawinan usia anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, 2024). 
1. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan; Meski peraturan sudah jelas, tantangan utama yang 

muncul adalah persepsi dan pemahaman masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih 
mempertahankan budaya tradisional dan pandangan keagamaan tertentu yang memperbolehkan 
atau bahkan mendorong perkawinan anak. Pemahaman mengenai hak-hak anak dan pentingnya 
perlindungan mereka seringkali belum dipahami sepenuhnya, baik oleh orang tua, tokoh masyarakat, 
maupun pemuka agama. Keberadaan kebijakan yang mengatur batas usia pernikahan tidak selalu 
diterima sebagai hal yang positif, melainkan seringkali dianggap sebagai bentuk intervensi yang tidak 
sesuai dengan norma-norma lokal. 

2. Data Peningkatan Dispensasi Perkawinan; Data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah 
Agung menunjukkan peningkatan pengajuan dispensasi perkawinan anak secara signifikan. Tahun 
2019 tercatat ada 24.865 permohonan dispensasi kawin, dan jumlah ini melonjak pada tahun 2020 
menjadi 64.000 permohonan (Badan Peradilan Agama, 2021). Peningkatan ini menunjukkan bahwa 
masyarakat masih mencari celah dalam hukum untuk tetap melakukan perkawinan anak, meskipun 
batasan usia telah ditetapkan. Alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi beragam, 
namun seringkali berkaitan dengan keinginan untuk menghindari stigma sosial atau karena 
keterbatasan pemahaman orang tua tentang dampak negatif perkawinan anak. 

3. Dampak buruk perkawinan anak mencakup beberapa aspek yang berpengaruh pada individu dan 
masyarakat secara luas, antara lain: 
a. Peningkatan Risiko Kesehatan Reproduksi; Anak-anak, terutama perempuan, yang menikah 

pada usia dini rentan mengalami komplikasi kesehatan reproduksi. Tubuh mereka belum 
sepenuhnya siap untuk kehamilan dan persalinan, sehingga risiko kematian ibu dan bayi lebih 
tinggi pada kelompok ini. Masalah kesehatan lain, seperti anemia dan gangguan pertumbuhan 
anak, juga sering terjadi. 

b. Putus Sekolah; Banyak anak yang harus berhenti sekolah setelah menikah, sehingga 
kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan mengembangkan 
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keterampilan kerja menjadi sangat terbatas. Hal ini mengurangi peluang mereka untuk meraih 
kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi di masa depan. 

c. Siklus Kemiskinan; Pernikahan anak sering kali berujung pada kesulitan ekonomi karena 
pasangan muda biasanya tidak memiliki keterampilan kerja atau pengalaman untuk memperoleh 
penghasilan yang stabil. Akibatnya, mereka cenderung hidup dalam kemiskinan dan sulit keluar 
dari siklus tersebut, yang juga berpengaruh pada kesejahteraan anak-anak mereka di masa 
mendatang. 

d. Risiko Kekerasan dalam Rumah Tangga; Anak yang menikah pada usia dini lebih rentan 
mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. 
Keterbatasan kemampuan untuk membela diri atau melaporkan kekerasan membuat mereka 
berada dalam situasi yang berisiko, terutama karena ketidakmatangan emosional dan 
ketergantungan pada pasangan. 

e. Kesehatan Mental dan Emosional yang Buruk; Tekanan akibat pernikahan dan peran sebagai 
istri atau suami pada usia yang belum matang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, 
seperti stres, depresi, dan kecemasan. Anak-anak yang menikah dini cenderung kehilangan 
masa remaja mereka, yang biasanya merupakan waktu untuk pertumbuhan dan pengembangan 
diri. 

f. Penyebaran Praktik Perkawinan Anak ke Generasi Selanjutnya; Anak-anak yang lahir dari 
pasangan yang menikah dini sering kali menjadi bagian dari siklus perkawinan anak, terutama 
dalam keluarga yang memiliki persepsi bahwa perkawinan anak adalah solusi untuk mengatasi 
masalah sosial atau ekonomi. Hal ini membuat praktik perkawinan anak terus berlangsung dari 
generasi ke generasi. 

 Pernikahan anak membawa dampak buruk yang signifikan, baik untuk individu maupun 
masyarakat. Anak-anak, terutama perempuan, yang menikah pada usia dini menghadapi risiko 
kesehatan reproduksi yang lebih tinggi, seperti komplikasi kehamilan, kematian ibu dan bayi, serta 
masalah kesehatan lainnya. Selain itu, banyak dari mereka yang harus putus sekolah, sehingga 
mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk 
kehidupan yang lebih baik secara ekonomi. Kondisi ini memperburuk siklus kemiskinan dan 
membatasi peluang mereka untuk keluar dari keterbatasan ekonomi.Mereka seringkali mengalami 
stres, depresi, dan kecemasan akibat peran yang harus mereka jalani pada usia yang belum matang. 
Terlebih lagi, praktik pernikahan anak sering kali diteruskan ke generasi berikutnya, menciptakan 
siklus yang sulit untuk diputus. Oleh karena itu, pernikahan anak bukan hanya merugikan individu, 
tetapi juga memperburuk masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat. 

4. Kebijakan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal; Meskipun kebijakan nasional telah mencakup 
perlindungan anak, kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak belum sepenuhnya 
terinternalisasi dalam program lintas sektor. Masih banyak kementerian atau lembaga terkait yang 
belum memiliki sinergi yang optimal dalam menanggulangi perkawinan anak. Strategi nasional yang 
sudah dirumuskan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan masih memerlukan koordinasi dan 
komitmen lintas sektor yang lebih kuat agar dapat diterapkan secara efektif di berbagai lini 
pemerintahan, baik pusat maupun daerah. 

5. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak; Dalam menghadapi masalah ini, Indonesia telah 
mengembangkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak sebagai rujukan bagi seluruh 
pemangku kepentingan. Strategi ini mencakup pendekatan holistik, integratif, dan masif yang 
melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, tokoh adat, hingga 
tokoh agama. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak sebagai pilar utama dalam pembangunan bangsa. Strategi ini tidak hanya 
bertujuan untuk menurunkan angka perkawinan anak, tetapi juga mendorong keluarga untuk 
memainkan peran aktif dalam pengasuhan anak yang lebih berkualitas. 

6. Peran Media Digital dalam Advokasi dan Sosialisasi; Di era digital ini, penggunaan media sosial dan 
platform digital lainnya menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 
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tentang dampak negatif perkawinan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak serta lembaga terkait lainnya perlu memanfaatkan media digital untuk kampanye 
pencegahan perkawinan anak yang lebih luas dan efektif. Sosialisasi melalui media digital memiliki 
potensi menjangkau kelompok usia muda serta orang tua yang dapat terpengaruh oleh informasi 
yang disampaikan secara mudah dan efisien. 

7. Indikator Pencapaian Tujuan SDGs dan RPJMN; Pencegahan perkawinan anak juga berkaitan erat 
dengan tujuan SDGs (Sustainable Development Goals), khususnya tujuan ke-5, yaitu mencapai 
kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Salah satu indikatornya adalah proporsi 
perempuan berusia 20-24 tahun yang telah menikah sebelum usia 15 dan 18 tahun (RPJMN,2020-
2024). Target ini tercermin pula dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional) 2020-2024 yang mengharapkan penurunan angka perkawinan anak secara signifikan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Seminar NasionalTransformasi pola asuh 
Sumber: Tim Pengabdian, 2024 

 

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi untuk mencegah 
perkawinan usia anak telah memadai, pelaksanaan kebijakan di lapangan membutuhkan penguatan, 
baik melalui edukasi yang berkelanjutan maupun sosialisasi yang mengintegrasikan pendekatan budaya 
dan keagamaan yang lebih relvan bagi masyarakat setempat. Perkawinan anak di Indonesia merupakan 
tantangan kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Implementasi 
kebijakan pencegahan perkawinan anak dihadapkan pada banyak tantangan, seperti peningkatan 
dispensasi pernikahan, rendahnya pemahaman tentang dampak negatif, dan kurangnya dukungan dari 
tokoh adat dan agama. Dampak dari praktik ini sangat luas, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, 
dan stabilitas sosial. 

Kesimpulan 
Untuk mengatasi masalah perkawinan anak, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah 

peningkatan edukasi dan sosialisasi masyarakat. Program edukasi ini harus melibatkan komunitas 
dengan risiko tinggi, dengan penyuluhan tentang dampak buruk perkawinan anak. Selain itu, penting 
untuk melibatkan tokoh agama, adat, dan pemimpin masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam 
menyebarluaskan informasi mengenai bahaya pernikahan dini. Sosialisasi yang luas dapat membantu 
mengubah pemahaman masyarakat dan mengurangi prevalensi praktik ini. Penguatan peran tokoh 
agama dan adat juga sangat penting dalam pencegahan perkawinan anak. Dengan dukungan mereka, 
pesan mengenai bahaya pernikahan anak dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. 
Melalui pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal, tokoh agama dan adat dapat berperan sebagai 
agen perubahan yang mampu mengubah pandangan masyarakat mengenai praktik tersebut. Hal ini 
diharapkan dapat memperkuat upaya untuk mencegah pernikahan anak dan melindungi hak-hak anak, 
terutama anak perempuan. 
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Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem dispensasi pernikahan yang 
berlaku saat ini. Pemerintah dapat menetapkan kriteria yang lebih ketat dan memberikan edukasi bagi 
calon pengantin yang masih di bawah umur tentang risiko dan konsekuensi dari pernikahan dini. Di sisi 
lain, pengembangan program pemberdayaan ekonomi untuk keluarga miskin juga menjadi langkah 
penting untuk mengurangi tekanan ekonomi yang sering menjadi alasan orang tua menikahkan anak 
mereka. Program ini tidak hanya akan membantu mengurangi kemiskinan, tetapi juga memberikan 
kesempatan bagi anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan kerja yang 
bermanfaat untuk masa depan mereka. 
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asuh orang tua dalam mencegah perkawinan anak di era digital ini, kepada para peserta yang hadir baik 
dari kalangan orang tua, guru dan siswa, Tim Dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini, Para mahasiswa yang menjadi panita pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
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Abstrak  
tujuan utamanya dalam kegiatan Pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran 
politik generasi milenial di Kabupaten Bintan dalam menyongsong Pemilu 2024 dengan 
mengedepankan prinsip politik cerdas berintegritas. Metode yang digunakan dalam 
pengabdian ini adalah dengan mengadakan Kelas Politik Cerdas Berintegritas yang 
melibatkan diskusi dan penyuluhan mengenai pentingnya pemilihan pemimpin 
berdasarkan integritas dan bukan politik uang. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 
peserta, yang merupakan generasi milenial, semakin memahami pentingnya politik yang 
bersih dan berintegritas, serta memiliki kesadaran tinggi terhadap hak dan kewajiban 
mereka dalam pemilu. Pembahasan mendalam juga dilakukan mengenai peran aktif 
milenial dalam mengawasi jalannya Pemilu dan upaya menghindari praktik politik uang. 
Kesimpulannya, generasi milenial Kabupaten Bintan dapat menjadi agen perubahan yang 
membawa dampak positif dalam proses politik di daerah mereka, asalkan mereka memilih 
pemimpin yang memiliki kualitas dan integritas yang tinggi. Saran yang diberikan adalah 
untuk terus menguatkan pendidikan politik melalui program-program yang relevan dan 
melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan politik yang bersih dan sehat 
untuk masa depan yang lebih baik. 
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Pendahuluan  

Politik merupakan bagian integral dari kehidupan bernegara yang tidak hanya terbatas pada 
proses pemilihan pemimpin, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan 
budaya (Deth, 2014). Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang yang memandang politik sebagai 
arena persaingan untuk memperoleh kekuasaan, jabatan, atau bahkan kekayaan pribadi, tanpa 
mengindahkan prinsip-prinsip moral yang seharusnya menjadi dasar dari setiap tindakan politik 
(Christensen, 1992; Christensen, 2011). Realitas inilah yang melahirkan banyak permasalahan politik, 
salah satunya adalah korupsi yang menjadi penyakit utama dalam sistem politik di banyak negara, 
termasuk Indonesia. Korupsi politik, yang sering kali melibatkan pejabat publik, anggota legislatif, dan 
kepala daerah, memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan mencederai nilai-nilai 
demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem politik negara (Fatkhurohman, 2010; Zaetun 
& Mariyah, 2020). 

Korupsi yang terjadi dalam dunia politik sangat berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, 
di mana pejabat menggunakan posisinya untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompoknya, serta 
pengabaian terhadap hak-hak rakyat (Hakim, 2007; Smith & Hirst, 2001). Selain itu, dalam banyak kasus, 
demokrasi juga tergerus dengan adanya praktek-praktek politik yang tidak transparan dan tidak 
akuntabel (Imansyah, 2012). Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia, yang 
sedang berjuang untuk mewujudkan tatanan negara yang lebih adil dan sejahtera. Di tengah-tengah 

https://journal.austrodemika.org/index.php/jpn
mailto:lamidi@umrah.ac.id
https://doi.org/10.69812/jpn.v1i1.69
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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permasalahan tersebut, keberadaan generasi muda, khususnya generasi milenial, menjadi harapan baru 
untuk membawa perubahan dalam politik Indonesia menuju arah yang lebih baik. 

Generasi milenial yang lahir antara tahun 1980 hingga 2000 memiliki karakteristik yang sangat 
berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Milenial lebih terbuka terhadap perubahan dan 
cenderung lebih kritis terhadap kondisi yang ada. Mereka lebih mudah terpengaruh oleh teknologi dan 
informasi yang berkembang pesat, serta memiliki pandangan yang lebih rasional dan pragmatis 
mengenai berbagai masalah, termasuk politik (Firdhaus, 2022; Rhodes, 2017). Oleh karena itu, generasi 
milenial memegang peranan yang sangat penting dalam dunia politik, baik sebagai pemilih, peserta 
kampanye, maupun calon pemimpin di masa depan. Dalam konteks ini, pendidikan politik yang berbasis 
pada integritas sangat penting untuk membentuk karakter mereka sebagai pemimpin yang cerdas dan 
berintegritas. 

Sebagai upaya untuk mempersiapkan generasi milenial dalam menghadapi tantangan politik di 
masa depan, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) melakukan pengabdian kepada masyarakat 
dalam bentuk Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas bagi generasi milenial Kabupaten Bintan. 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman politik, etika, dan integritas di kalangan generasi 
muda, serta mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam Pemilu 2024 yang akan datang. Salah 
satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran politik yang berbasis pada 
nilai-nilai kebangsaan dan moral yang tinggi, serta untuk mempersiapkan mereka agar tidak terjebak 
dalam praktik politik yang tidak sehat seperti politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan. 

Kegiatan ini memiliki relevansi yang sangat penting mengingat Pemilu 2024 akan menjadi ajang 
penting dalam menentukan masa depan Indonesia. Selain itu, Pemilu 2024 juga akan menjadi ajang 
pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, 
termasuk generasi milenial. Dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, pendidikan politik yang 
diberikan dalam program ini diharapkan dapat menjadi modal penting bagi para peserta untuk berperan 
aktif dalam menyongsong Pemilu yang bersih dan transparan. Program ini juga diharapkan dapat 
menyiapkan mereka untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam memilih calon pemimpin yang tidak hanya 
memiliki kapasitas yang mumpuni, tetapi juga berintegritas tinggi. 

Selain itu, melalui kegiatan ini, para peserta juga diberikan pemahaman mengenai peran mereka 
sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemilu. Partisipasi aktif 
dalam pengawasan pemilu menjadi penting untuk memastikan bahwa proses pemilu dapat berlangsung 
dengan adil dan tanpa adanya penyimpangan. Oleh karena itu, generasi milenial diharapkan tidak hanya 
menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga pengawas yang aktif dalam mengawasi jalannya pemilu. 
Dengan demikian, mereka dapat membantu menciptakan proses demokrasi yang lebih bersih dan 
berkualitas. 

Pendidikan politik yang diberikan dalam program ini tidak hanya terbatas pada pemahaman 
mengenai teori-teori politik, tetapi juga dilengkapi dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan 
dalam kehidupan sehari-hari (Wardhani, 2018). Beberapa keterampilan yang diajarkan dalam program 
ini antara lain kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan bernegosiasi, serta kemampuan untuk 
mengelola dan menggunakan media sosial secara efektif dalam kampanye politik. Keterampilan ini 
sangat relevan dengan kebutuhan generasi milenial yang semakin terhubung dengan dunia digital. 
Melalui pelatihan dan seminar yang diberikan, peserta diharapkan dapat memanfaatkan media sosial 
untuk menyuarakan aspirasi politik mereka dengan cara yang cerdas dan berintegritas. 

Di sisi lain, penting juga untuk menyadari bahwa generasi milenial tidak dapat dipandang sebagai 
kelompok yang homogen. Terdapat banyak perbedaan dalam pola pikir, pandangan, dan sikap mereka 
terhadap politik. Oleh karena itu, pendekatan dalam pendidikan politik harus disesuaikan dengan 
karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu. Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas ini 
dirancang dengan memperhatikan hal tersebut, dengan tujuan agar semua peserta dapat memperoleh 
pemahaman yang mendalam tentang politik, serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai integritas dalam 
setiap aspek kehidupan mereka, baik dalam kehidupan pribadi maupun di dunia politik. 
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Lebih lanjut, penguatan pendidikan politik bagi generasi milenial juga sejalan dengan agenda 
nasional untuk memperkuat demokrasi dan mencegah munculnya praktik politik yang merugikan 
masyarakat. Pendidikan politik yang berfokus pada integritas akan membantu menciptakan pemimpin-
pemimpin masa depan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki sikap jujur, adil, dan bertanggung 
jawab dalam menjalankan tugas-tugas politiknya. Selain itu, melalui program ini, diharapkan generasi 
milenial akan semakin sadar akan pentingnya partisipasi mereka dalam politik, serta dapat membangun 
negara yang lebih baik dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan yang luhur. 

Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam pendidikan politik adalah bagaimana 
mengubah pola pikir masyarakat yang telah terjebak dalam budaya politik yang buruk, seperti politik uang 
dan manipulasi suara. Oleh karena itu, program ini juga berupaya untuk menanamkan nilai-nilai 
antikorupsi dan transparansi sejak dini kepada generasi milenial. Dengan demikian, mereka tidak hanya 
akan menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga akan memiliki keberanian untuk menentang praktik-praktik 
politik yang merugikan masyarakat dan mengancam integritas sistem demokrasi. Kesadaran politik yang 
tinggi dan integritas yang kuat akan menjadi modal utama bagi generasi milenial untuk terlibat aktif dalam 
Pemilu 2024 dan mengawal jalannya proses demokrasi. Pemilu bukan hanya soal memilih pemimpin, 
tetapi juga tentang memilih masa depan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi generasi milenial untuk 
mempersiapkan diri dengan baik agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih pemimpin 
yang mampu membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik.  

Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 
dalam menciptakan generasi milenial yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki 
integritas yang tinggi dalam berpolitik. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, 
tantangan yang dihadapi oleh generasi milenial dalam politik semakin kompleks. Mereka harus mampu 
memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok 
tertentu. Oleh karena itu, pendidikan politik yang berfokus pada integritas sangat penting untuk 
membekali generasi milenial dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani dunia politik yang 
semakin dinamis dan penuh tantangan. 

 
Metode Pengabdian  

Metode yang digunakan dalam Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas ini melibatkan 
beberapa tahapan penting yang dirancang untuk memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan 
pendidikan politik bagi generasi milenial di Kabupaten Bintan. Kegiatan pengabdian dimulai dengan 
persiapan yang matang, yang mencakup observasi awal mengenai kondisi masyarakat, terutama 
generasi milenial, dalam memahami politik dan integritas. Setelah itu, tahap berikutnya adalah 
penyelenggaraan kegiatan pengabdian yang meliputi seminar, diskusi, dan pelatihan keterampilan (Behr, 
2006). Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan para pemateri yang ahli di bidangnya, yang akan 
memberikan pemahaman terkait dengan politik yang bersih, etika politik, dan pentingnya memiliki 
integritas dalam berpolitik. Melalui pendekatan ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh wawasan 
yang komprehensif mengenai peran mereka dalam sistem politik, serta bagaimana menjaga nilai-nilai 
integritas dalam dunia politik yang sering kali diwarnai oleh kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. 

Proses kerja selanjutnya adalah dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok 
untuk memfasilitasi pemahaman peserta mengenai pentingnya politik cerdas dan berintegritas (Rickards, 
1999). Ceramah dilakukan dengan menampilkan materi yang relevan tentang politik berintegritas, 
dengan menggunakan slide presentasi yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta. Tujuannya 
adalah agar mereka tidak hanya memahami konsep dasar politik, tetapi juga bisa melihat aplikasinya 
dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks Pemilu 2024 yang semakin dekat. Selain ceramah, 
diskusi kelompok juga dilaksanakan untuk merangsang peserta agar lebih aktif dan kritis dalam 
membahas isu-isu terkait pemilu dan politik yang berintegritas. Dalam diskusi ini, peserta diharapkan 
dapat mengungkapkan pemikiran mereka mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas 
dalam dunia politik serta solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. 
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Selanjutnya, kegiatan pengabdian ini juga mencakup pelatihan keterampilan yang relevan 
dengan kebutuhan generasi milenial dalam dunia politik, seperti kemampuan berbicara di depan umum, 
negosiasi, dan penggunaan media sosial untuk kampanye politik yang efektif. Keterampilan ini sangat 
penting bagi peserta yang ingin terlibat aktif dalam dunia politik dan memberikan kontribusi positif dalam 
pemilu. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam berkomunikasi dengan 
masyarakat dan menjelaskan visi serta misi mereka dengan cara yang jujur dan berintegritas. Selain itu, 
peserta juga diberikan pemahaman tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam 
menjalankan fungsi politik. Dengan keterampilan yang mereka peroleh melalui pelatihan ini, generasi 
milenial diharapkan dapat menjadi pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas 
yang tinggi, serta mampu mengawasi jalannya pemilu untuk menciptakan demokrasi yang lebih bersih 
dan sehat. 

 
Hasil dan Pembahasan  
1. Aktivitas Peserta KPC Berintegritas 

Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas (KPC) yang diselenggarakan di Kabupaten Bintan 
merupakan sebuah inisiatif untuk mengedukasi generasi milenial mengenai pentingnya memiliki 
kesadaran politik yang berbasis pada nilai-nilai integritas. Aktivitas utama yang dilakukan dalam program 
ini meliputi seminar, diskusi, serta pelatihan keterampilan yang semuanya dirancang untuk memberikan 
pemahaman yang mendalam tentang politik yang bersih dan tidak terpengaruh oleh praktik-praktik 
korupsi. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta 
dalam menghadapi tantangan politik di Indonesia, yang saat ini sering kali dicemari oleh politik uang dan 
penyalahgunaan kekuasaan. Peserta yang terlibat dalam program ini adalah generasi milenial yang 
dipilih berdasarkan minat mereka terhadap politik serta potensi mereka untuk menjadi agen perubahan 
yang dapat berperan aktif dalam mengubah wajah politik di daerah mereka. 

Salah satu aktivitas yang paling penting dalam KPC adalah seminar yang mengundang para 
pemateri yang berkompeten di bidang politik dan integritas. Pada seminar ini, peserta diberi kesempatan 
untuk mendengarkan penjelasan mengenai berbagai konsep dasar dalam politik, termasuk pentingnya 
menjaga etika dan moral dalam setiap proses politik. Pemateri juga menekankan bagaimana politik dapat 
dijalankan dengan cara yang adil dan transparan, tanpa terjebak dalam kepentingan pribadi atau 
kelompok. Dalam seminar ini, peserta tidak hanya diberikan teori, tetapi juga contoh-contoh konkret 
tentang bagaimana politik dapat diubah menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan sosial, bukan 
sekadar sarana untuk memperoleh kekuasaan atau keuntungan pribadi. Kegiatan ini sangat 
mengedukasi peserta untuk lebih peka terhadap kondisi politik yang ada dan untuk mengambil peran 
aktif dalam menciptakan perubahan yang positif. 

Selain seminar, diskusi juga menjadi salah satu bentuk aktivitas yang cukup penting dalam KPC 
Berintegritas. Diskusi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk berbagi pandangan dan perspektif 
mereka mengenai kondisi politik saat ini dan bagaimana generasi muda dapat menghadapinya dengan 
cara yang lebih baik. Dalam diskusi ini, peserta dapat menggali lebih dalam tentang apa yang mereka 
pahami mengenai politik yang bersih, serta tantangan yang harus dihadapi dalam mempertahankan 
integritas dalam dunia politik. Melalui diskusi ini, peserta diajak untuk berpikir kritis dan lebih reflektif 
mengenai peran mereka sebagai calon pemilih atau calon pemimpin di masa depan. Diskusi ini juga 
berfungsi untuk mengembangkan keterampilan analisis politik peserta, yang sangat penting untuk dapat 
memahami situasi politik yang berkembang dan membuat keputusan yang tepat dalam memilih calon 
pemimpin yang memiliki integritas tinggi. 

Pelatihan keterampilan juga menjadi bagian integral dari kegiatan KPC Berintegritas. 
Keterampilan yang diajarkan dalam pelatihan ini meliputi kemampuan berbicara di depan publik, 
kemampuan bernegosiasi, serta penggunaan media sosial untuk berkomunikasi secara efektif dalam 
konteks politik. Dalam pelatihan berbicara di depan publik, peserta diberikan latihan untuk mengasah 
kemampuan mereka dalam menyampaikan pendapat dan visi politik dengan cara yang jelas dan 
persuasif. Pelatihan ini sangat relevan karena di era digital saat ini, kemampuan untuk berkomunikasi 
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dengan efektif di depan publik dan melalui platform digital sangat penting untuk membangun citra politik 
yang baik. Selain itu, pelatihan negosiasi memberikan peserta keterampilan dalam berinteraksi dan 
berdialog dengan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, serta 
menjaga integritas dalam setiap proses negosiasi. Pelatihan keterampilan ini diharapkan dapat 
mempersiapkan peserta untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki 
keterampilan komunikasi yang efektif. 

Sebagai tambahan, para peserta juga dilibatkan dalam observasi langsung terhadap 
pelaksanaan Pemilu dan politik di daerah lain sebagai bagian dari riset mereka. Kegiatan ini dilakukan 
untuk memberi peserta gambaran nyata mengenai bagaimana proses politik dan pemilu dijalankan di 
Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip politik yang berintegritas. Melalui 
observasi ini, peserta diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana transparansi dan akuntabilitas 
dapat diterapkan dalam praktik politik, serta bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam 
mengawasi jalannya pemilu. Hal ini sangat penting untuk membangun kesadaran politik di kalangan 
generasi milenial yang merupakan pemilih dan calon pemimpin masa depan. Dengan pengalaman 
langsung ini, peserta diharapkan dapat memahami bagaimana proses politik yang bersih dan 
berintegritas dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan dalam peran mereka di masa 
depan.  

Secara keseluruhan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam Kelas Politik Cerdas Berintegritas 
ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menghadapi tantangan 
politik di Indonesia. Peserta tidak hanya diberikan teori tentang politik, tetapi juga keterampilan praktis 
yang dapat diterapkan dalam kehidupan politik nyata. Melalui seminar, diskusi, pelatihan keterampilan, 
dan observasi langsung, peserta diharapkan dapat menjadi pemimpin muda yang cerdas dan 
berintegritas, serta mampu berperan aktif dalam memajukan politik yang lebih bersih dan adil di masa 
depan. Dengan adanya kegiatan ini, generasi milenial di Kabupaten Bintan dapat membawa perubahan 
positif dalam sistem politik yang akan berpengaruh tidak hanya pada Pemilu 2024, tetapi juga pada masa 
depan politik Indonesia secara keseluruhan. 

 
2. Pemahaman Materi oleh Peserta KPC Berintegritas 

Pemahaman materi oleh peserta Kelas Politik Cerdas Berintegritas (KPC) di Kabupaten Bintan 
merupakan salah satu indikator utama keberhasilan dari program ini. Selama pelaksanaan kegiatan, para 
peserta diberikan materi yang mencakup berbagai aspek penting dalam politik, seperti teori dasar politik, 
etika politik, prinsip-prinsip integritas, dan pentingnya transparansi dalam setiap proses politik. Peserta 
diajak untuk memahami bahwa politik yang cerdas tidak hanya mengutamakan kemenangan atau 
kekuasaan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral yang luhur, yang harus dijaga untuk menghindari 
praktik-praktik buruk seperti korupsi dan kolusi. Pemahaman ini menjadi sangat penting, mengingat 
bahwa banyak generasi milenial yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya integritas dalam politik 
dan cenderung terpengaruh oleh budaya politik uang yang marak di Indonesia. 

Setelah mengikuti seminar dan ceramah yang disampaikan oleh para pemateri yang 
berkompeten, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar yang 
membentuk politik yang berintegritas. Banyak peserta yang menyadari bahwa untuk menciptakan sistem 
politik yang bersih, mereka sebagai generasi muda harus terlibat aktif dalam proses pengambilan 
keputusan, baik sebagai pemilih yang cerdas maupun sebagai calon pemimpin di masa depan. Melalui 
materi yang disampaikan, peserta memahami bahwa integritas adalah kunci untuk memastikan bahwa 
kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memihak kepada 
kepentingan rakyat banyak. Selain itu, mereka juga mempelajari bahwa politik bukanlah sekadar sarana 
untuk meraih kekuasaan, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dengan 
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. 

Pemahaman peserta tentang pentingnya nilai-nilai moral dalam politik semakin diperkuat melalui 
diskusi interaktif yang diadakan selama program. Diskusi ini memungkinkan peserta untuk 
mengemukakan pandangan mereka mengenai kondisi politik yang ada dan bagaimana mereka bisa 



. 
Penguatan Peran Generasi Milenial Kabupaten Bintan dalam Politik Cerdas Berintegritas 

Menyongsong Pemilu 2024 
Vol 1, No 1, Desember (2024): Halaman: 8-18 

 

   Lamidi, dkk  |  13 

berkontribusi untuk mengubahnya. Banyak peserta yang mengungkapkan pandangan kritis mereka 
terhadap situasi politik yang sering kali terkesan kotor dan penuh dengan kepentingan pribadi. Mereka 
juga semakin menyadari bahwa menjaga integritas dalam politik bukan hanya soal tidak terlibat dalam 
praktik-praktik korupsi, tetapi juga tentang menjalankan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan 
transparansi dalam setiap keputusan politik yang diambil. Diskusi ini berfungsi sebagai wahana bagi 
peserta untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai berbagai isu politik yang ada, serta untuk 
melihat bagaimana mereka dapat berperan dalam memperbaiki sistem politik yang ada dengan cara 
yang lebih adil dan berintegritas. 

Dalam sesi pelatihan keterampilan, peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 
mengenai pentingnya kemampuan komunikasi dalam politik. Mereka dilatih untuk berbicara di depan 
publik dengan cara yang jelas dan persuasif, serta untuk mengungkapkan pandangan politik mereka 
dengan penuh integritas dan tanpa ada pemalsuan atau manipulasi informasi. Pemahaman ini sangat 
penting karena kemampuan untuk berbicara di depan publik merupakan salah satu keterampilan utama 
yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin politik yang berintegritas. Selama pelatihan, peserta diberikan 
simulasi untuk menyampaikan pidato atau pendapat mereka di depan audiens, dan mereka diberikan 
feedback mengenai cara mereka menyampaikan pesan dengan cara yang tidak hanya efektif, tetapi juga 
berbasis pada nilai-nilai moral yang tinggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Penyampaian Materi dalam Pemateri 
Sumber: Tim Pengabdian, 2024 

 
Pentingnya pemahaman mengenai integritas dalam politik semakin ditekankan melalui 

pembelajaran yang berfokus pada etika politik dan penghindaran dari praktik-praktik yang merugikan 
masyarakat, seperti politik uang. Dalam materi ini, peserta diajarkan mengenai mekanisme politik yang 
sehat, di mana para politisi harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghindari perilaku 
yang dapat merugikan rakyat, seperti suap atau manipulasi suara. Pemahaman ini membantu peserta 
untuk memiliki perspektif yang lebih jernih mengenai bagaimana mereka harus berperilaku dalam dunia 
politik, baik sebagai pemilih yang cerdas maupun sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab moral 
terhadap masyarakat. 

Secara keseluruhan, pemahaman materi oleh peserta KPC Berintegritas menunjukkan bahwa 
mereka semakin sadar akan pentingnya memiliki sikap dan perilaku yang berintegritas dalam dunia 
politik. Peserta tidak hanya memahami teori dan konsep yang diajarkan, tetapi juga mampu 
mengaitkannya dengan kondisi politik yang ada saat ini. Melalui pemahaman yang lebih mendalam ini, 
diharapkan para peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai politik yang bersih dalam kehidupan sehari-
hari dan berperan aktif dalam proses demokrasi di Indonesia, khususnya dalam menyongsong Pemilu 
2024 yang akan datang. 
 
3. Wawasan Peserta KPC Berintegritas 
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Peningkatan wawasan peserta Kelas Politik Cerdas Berintegritas (KPC) di Kabupaten Bintan 
menjadi salah satu hasil yang signifikan dari program ini. Wawasan yang dimaksud bukan hanya terbatas 
pada pengetahuan teoritis mengenai politik, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang dinamika 
politik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti serangkaian seminar, diskusi, dan 
pelatihan keterampilan, peserta memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana politik 
berintegritas dapat dijalankan dalam konteks yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun nasional. 
Sebagian besar peserta menyadari bahwa politik yang bersih dan berintegritas bukanlah hal yang mudah 
untuk diwujudkan, namun mereka juga memahami bahwa mereka memiliki peran kunci dalam 
mencapainya, terutama dalam proses Pemilu 2024 yang semakin dekat. 

Salah satu peningkatan wawasan yang paling terlihat adalah pemahaman peserta mengenai hak 
dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Sebelumnya, banyak peserta 
yang memiliki pemahaman yang kurang jelas mengenai mekanisme pemilu dan bagaimana cara 
berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Setelah mengikuti program KPC, mereka tidak hanya 
mengetahui tentang hak pilih mereka, tetapi juga mengenai pentingnya memilih pemimpin yang 
berintegritas dan tidak terlibat dalam praktik politik uang. Mereka juga semakin sadar akan pentingnya 
peran mereka sebagai pengawas dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pemilihan legislatif hingga 
pemilihan presiden. Wawasan ini sangat penting untuk membangun budaya politik yang lebih sehat, di 
mana setiap pemilih bertanggung jawab terhadap hasil pemilu dan dampaknya bagi masa depan negara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2. Sesi Tanya Jawab oleh Peserta 
Sumber: Tim Pengabdian, 2024 

 
Selain itu, peserta juga mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang hubungan antara politik 

dan etika. Materi yang diajarkan menekankan bahwa politik yang berintegritas harus mengutamakan 
kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka belajar bahwa seorang 
pemimpin harus memegang teguh prinsip moral dan etika dalam setiap keputusan yang diambil, serta 
bertanggung jawab atas dampak dari kebijakan yang diimplementasikan. Melalui diskusi yang interaktif, 
peserta lebih memahami bahwa dalam dunia politik, etika sangat penting untuk menciptakan sistem 
pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Sebagian besar peserta menyadari 
bahwa mereka harus menjadi bagian dari perubahan ini, tidak hanya dengan memilih pemimpin yang 
jujur, tetapi juga dengan menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Program ini juga memperluas wawasan peserta mengenai tantangan yang dihadapi oleh 
generasi milenial dalam dunia politik. Banyak dari mereka yang sebelumnya merasa apatis terhadap 
politik atau menganggap bahwa perubahan tidak mungkin terjadi. Namun, setelah mengikuti pelatihan 
dan diskusi dalam KPC, peserta menyadari bahwa generasi milenial memiliki peran besar dalam 
mengubah sistem politik yang ada. Mereka memahami bahwa perubahan tersebut tidak hanya dapat 
terjadi melalui pemilihan pemimpin yang tepat, tetapi juga melalui upaya bersama untuk mengatasi 
permasalahan yang ada, seperti korupsi dan politik uang. Dengan wawasan ini, peserta menjadi lebih 
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termotivasi untuk terlibat aktif dalam politik, tidak hanya sebagai pemilih yang cerdas, tetapi juga sebagai 
penggerak perubahan di komunitas mereka. 

Terakhir, kegiatan ini juga memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran media sosial 
dalam politik. Peserta dilatih untuk memahami bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat 
untuk menyuarakan pendapat politik mereka dengan cara yang cerdas dan berintegritas. Di era digital 
ini, media sosial memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan 
mempengaruhi jalannya pemilu. Melalui pelatihan ini, peserta diberi pemahaman tentang cara 
menggunakan media sosial untuk kampanye politik yang bersih, serta bagaimana menghindari 
penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat merusak integritas proses politik. Dengan wawasan 
ini, peserta diharapkan dapat memanfaatkan media sosial dengan bijak untuk menyebarkan pesan-
pesan positif mengenai politik yang berintegritas dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif 
dalam menjaga keadilan dan kebenaran. 

Secara keseluruhan, wawasan yang diperoleh oleh peserta KPC Berintegritas sangat berharga 
dalam mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan politik di masa depan. Dengan pemahaman 
yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam demokrasi, etika politik, serta pentingnya media 
sosial dalam kampanye politik, peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membawa 
politik yang lebih sehat, transparan, dan berintegritas. Program ini tidak hanya memberi wawasan 
mengenai teori politik, tetapi juga menyiapkan peserta dengan keterampilan praktis yang diperlukan 
untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, terutama menjelang Pemilu 2024. Dengan wawasan 
yang lebih mendalam ini, peserta akan lebih siap untuk berperan aktif dalam memperbaiki sistem politik 
Indonesia dan mengawal jalannya pemilu dengan penuh integritas. 

 
4. Peran Generasi Milenial Kabupaten Bintan dalam Politik Cerdas Berintegritas Menyongsong 

Pemilu 2024 
Generasi milenial di Kabupaten Bintan memiliki peran yang sangat penting dalam menyongsong 

Pemilu 2024, terutama dalam mengedepankan politik cerdas yang berintegritas. Sebagai generasi yang 
memiliki potensi besar untuk mempengaruhi arah politik, milenial tidak hanya harus berperan sebagai 
pemilih yang cerdas, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang dapat membawa perbaikan dalam 
sistem politik yang ada. Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas (KPC) ini bertujuan untuk 
memberikan pemahaman kepada generasi milenial tentang bagaimana menjalankan peran mereka 
dalam politik secara sehat, tanpa terjebak dalam praktik politik yang merugikan masyarakat, seperti politik 
uang, korupsi, dan kolusi. Melalui pendidikan politik yang berbasis integritas, generasi milenial di 
Kabupaten Bintan dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya politik yang lebih 
transparan dan adil di Pemilu 2024. 

Salah satu peran penting yang dapat dimainkan oleh generasi milenial adalah menjadi pemilih 
yang cerdas dan kritis dalam memilih pemimpin. Pemilu 2024 akan menjadi ajang pemilihan presiden, 
legislatif, dan kepala daerah yang melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk generasi milenial. 
Dengan mengikuti program KPC Berintegritas, peserta semakin menyadari pentingnya memilih 
pemimpin yang memiliki integritas tinggi, serta memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan daerah 
dan negara. Mereka dilatih untuk tidak hanya melihat popularitas atau karisma calon pemimpin, tetapi 
juga menilai kualitas dan rekam jejak calon tersebut dalam menjaga integritas dan memenuhi janji-janji 
politik mereka. Dengan menjadi pemilih yang cerdas, generasi milenial di Kabupaten Bintan dapat 
memastikan bahwa Pemilu 2024 menghasilkan pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga 
mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tanpa terjebak dalam praktik-praktik 
korupsi. 

Selain itu, generasi milenial juga dapat berperan sebagai pengawas dalam jalannya pemilu. 
Mereka diajak untuk memahami bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil 
adalah dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua tahapan pemilu. Program KPC 
Berintegritas memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya peran serta masyarakat 
dalam memastikan bahwa pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti 
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keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Sebagai generasi yang lebih melek teknologi, milenial di 
Kabupaten Bintan juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan pentingnya pengawasan 
pemilu, menyebarkan informasi yang benar, serta melaporkan segala bentuk kecurangan atau 
penyimpangan yang terjadi selama proses pemilu. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi 
pemilih yang cerdas, tetapi juga pengawas yang aktif dalam menjaga keabsahan dan integritas pemilu. 

Dalam konteks yang lebih luas, generasi milenial Kabupaten Bintan juga dapat berperan dalam 
membangun budaya politik yang sehat. Salah satu tantangan terbesar dalam dunia politik saat ini adalah 
adanya praktik politik uang yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Melalui program KPC Berintegritas, 
peserta dilatih untuk menanggulangi praktik-praktik ini dengan cara menyuarakan pentingnya politik yang 
bebas dari pengaruh uang dan kepentingan pribadi. Mereka diberikan pemahaman mengenai dampak 
buruk dari politik uang terhadap demokrasi dan bagaimana politik uang dapat merusak kualitas pemilu 
serta menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Dengan pengetahuan 
ini, generasi milenial di Kabupaten Bintan dapat mengambil sikap tegas dalam menolak politik uang dan 
mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu secara jujur dan adil. 

Lebih lanjut, generasi milenial juga dapat menjadi agen perubahan dengan memperjuangkan 
kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat dan mengutamakan kepentingan umum. Dalam program KPC 
Berintegritas, peserta juga diajarkan tentang pentingnya memiliki visi politik yang jelas dan bertanggung 
jawab. Sebagai calon pemimpin masa depan, milenial di Kabupaten Bintan dilatih untuk memahami 
bahwa politik yang berintegritas harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan 
segelintir orang atau kelompok. Mereka didorong untuk aktif dalam organisasi politik atau masyarakat 
sipil yang memiliki visi untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan memajukan kesejahteraan 
masyarakat. Melalui gerakan ini, generasi milenial dapat menciptakan perubahan politik yang lebih baik, 
yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. 

Secara keseluruhan, generasi milenial di Kabupaten Bintan memiliki peran yang sangat vital 
dalam menyongsong Pemilu 2024 dengan politik cerdas berintegritas. Dengan pemahaman yang lebih 
baik tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta pengetahuan tentang bagaimana 
menjalankan peran sebagai pengawas dan penggerak perubahan, generasi milenial dapat memastikan 
bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan adil, jujur, dan bebas dari praktik politik yang merusak. Program 
KPC Berintegritas telah memberikan landasan yang kuat bagi mereka untuk mengambil peran aktif dalam 
memajukan politik yang lebih baik, serta menjadi pemimpin masa depan yang memiliki integritas dan 
dapat dipercaya untuk mewujudkan kemajuan bagi masyarakat dan negara. Dengan komitmen dan 
dedikasi yang tinggi, generasi milenial Kabupaten Bintan dapat membawa perubahan positif bagi sistem 
politik Indonesia, dan memastikan bahwa Pemilu 2024 akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas 
dan berdedikasi untuk kepentingan rakyat. 
 
Kesimpulan 

Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas (KPC) di Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa 
pendidikan politik yang berbasis pada integritas memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk 
karakter generasi milenial. Melalui seminar, diskusi, dan pelatihan keterampilan, peserta diajarkan untuk 
memahami pentingnya menjaga etika politik, menghindari praktik politik yang merugikan seperti korupsi 
dan politik uang, serta berperan aktif dalam menciptakan sistem politik yang bersih. Peserta yang terlibat 
dalam program ini tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis mengenai politik, tetapi juga 
keterampilan praktis yang diperlukan untuk terlibat dalam dunia politik yang semakin kompleks dan 
dinamis. 

Generasi milenial di Kabupaten Bintan, setelah mengikuti program ini, menunjukkan 
pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Mereka 
menyadari bahwa sebagai pemilih, mereka harus cerdas dalam memilih calon pemimpin yang memiliki 
integritas dan mampu membawa perubahan positif. Selain itu, mereka juga memahami pentingnya peran 
mereka sebagai pengawas dalam jalannya pemilu untuk memastikan bahwa proses demokrasi 
berlangsung dengan adil dan transparan. Melalui pengawasan yang aktif dan penggunaan media sosial 
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yang bijak, generasi milenial dapat berkontribusi besar dalam menjaga integritas pemilu dan mencegah 
praktik-praktik yang merusak demokrasi. 

Dalam konteks Pemilu 2024 yang semakin dekat, program ini telah berhasil menanamkan nilai-
nilai politik yang berintegritas kepada generasi milenial Kabupaten Bintan. Mereka kini dipersiapkan 
untuk tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga penggerak perubahan yang dapat membawa 
politik Indonesia menuju arah yang lebih baik. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya 
transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam politik, generasi milenial ini diharapkan dapat mengatasi 
tantangan besar dalam dunia politik, seperti politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan. 
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Abstrak  
Pendampingan pemangku kepentingan dalam mengelola ekowisata pesisir di Pulau 
Bintan, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola yang berkelanjutan dan melibatkan 
berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Pendampingan ini bertujuan 
untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan 
akademisi dalam mengembangkan ekowisata berbasis konservasi, khususnya terkait 
dengan hutan mangrove yang menjadi salah satu daya tarik utama wisata pesisir di 
kawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan 
mengadakan Focus Group Discussion (FGD), pelatihan, dan workshop, yang melibatkan 
diskusi mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan ekowisata, serta 
cara-cara untuk mengatasi masalah koordinasi antar pemangku kepentingan, kerusakan 
lingkungan, dan kurangnya infrastruktur yang mendukung. Hasil dari pendampingan ini 
menunjukkan bahwa kesadaran pemangku kepentingan terhadap pentingnya kolaborasi 
semakin meningkat, dan mereka lebih memahami cara-cara untuk mengelola ekowisata 
secara berkelanjutan. Pembahasan lebih lanjut mengidentifikasi tantangan dalam 
implementasi kebijakan yang efektif, seperti pengelolaan mangrove dan penguatan 
kapasitas masyarakat lokal. Kesimpulan dari artikel ini menyarankan pentingnya 
kolaborasi yang lebih erat antara semua pihak, serta perlunya edukasi dan pemberdayaan 
masyarakat agar mereka dapat merasakan manfaat ekonomi dari ekowisata tanpa 
merusak lingkungan. Oleh karena itu, kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, 
masyarakat, sektor swasta, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan 
ekowisata yang menguntungkan dan berkelanjutan di Pulau Bintan. 
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Pendahuluan  

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam peran serta 
perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat (Riduwan, 2016). 
Dalam konteks ini, pengabdian masyarakat tidak hanya berfokus pada penyebaran ilmu pengetahuan, 
tetapi juga mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan berbagai 
konsep pembangunan yang berkelanjutan (Anowar et al., 2011; Idajati et al., 2016). Salah satu contoh 
nyata pengabdian kepada masyarakat adalah dalam pengembangan wisata berbasis lingkungan yang 
dijalankan di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Melalui pengelolaan Ekowisata Pesisir, diharapkan 
dapat memberi dampak positif bagi masyarakat lokal dan menjaga kelestarian lingkungan (Alfiandri et 
al., 2024). 

Beberapa isu strategis terkait pengembangan wisata berbasis lingkungan di Pulau Bintan 
berdasarkan hasil observasi tim, khususnya terkait dengan pengelolaan hutan mangrove yang menjadi 
salah satu objek wisata utama di daerah tersebut (Mulyadi et al., 2017). Pulau Bintan yang kaya akan 
keindahan alamnya, terutama ekosistem mangrove, memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi 
destinasi wisata yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi 
masyarakat setempat (Guannel et al., 2016). Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara 

https://journal.austrodemika.org/index.php/jpn
mailto:alfiandi@umrah.ac.id
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optimal karena adanya tantangan dalam tata kelola dan kolaborasi antara berbagai pemangku 
kepentingan. 

Pada sisi lain, keberadaan hutan mangrove sebagai kawasan konservasi memiliki peran penting 
dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, pengelolaan mangrove yang berbasis 
pada prinsip ecotourism (Buckley, 2009; Sharpley, 2008), dengan meminimalisir dampak negatif 
terhadap lingkungan, sangat diperlukan. Namun, untuk mencapai hal ini, keterlibatan berbagai pihak, 
baik pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, serta akademisi, menjadi hal yang sangat krusial. 
Konsep tata kelola kolaborasu yang diterapkan dalam pengembangan Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan, 
menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini. 

Sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, peran perguruan tinggi dalam 
Kegiatanan ini sangat vital. Pengabdian ini yang berfokus pada kolaborasi antara pemerintah daerah, 
sektor bisnis, masyarakat, dan perguruan tinggi ini bertujuan untuk menciptakan model tata kelola yang 
dapat diterapkan dalam pengembangan wisata berbasis lingkungan (Lathrop & Ruma, 2010; Scott & 
Boyd, 2020). Dari sisi pemerintah, penerapan kebijakan yang mendukung kolaborasi antar sektor dan 
pengembangan ekowisata yang berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting. Hal ini juga sejalan 
dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal yang 
berkelanjutan (Alfiandri & Irawan, 2023; Alfiandri & Mayarni, 2023; Musa et al., 2020). 

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus utama dalam pengembangan wisata berbasis 
lingkungan ini. Dalam konteks ini, pengembangan ekonomi melalui badan usaha milik desa (BUMDes) 
yang fokus pada wisata mangrove, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat (Akbar & Ikhsan, 2019; Anggraini et al., 2022). Program pemberdayaan ini diharapkan dapat 
membantu masyarakat untuk memahami nilai penting dari menjaga kelestarian lingkungan, sambil 
mengoptimalkan potensi wisata yang ada. Namun, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan 
sektor swasta untuk memastikan bahwa inisiatif ini dapat berkembang dengan baik. 

Dalam rangka menciptakan suatu sistem pengelolaan yang berkelanjutan, pengabdian kepada 
masyarakat ini juga melibatkan akademisi yang dapat memberikan perspektif ilmiah terkait dengan 
pengelolaan sumber daya alam yang ada. Perguruan tinggi, melalui Kegiatanan dan kajian yang 
dilakukan, berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di lapangan. 
Sebagai contoh, hasil-hasil kajian yang berfokus pada pengembangan tata kelola kolaborasi dalam 
pengelolaan Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan, bertujuan untuk menghasilkan model yang dapat diadopsi 
oleh pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. 

Secara keseluruhan, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui tidak hanya 
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola wisata berbasis lingkungan, tetapi 
juga untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ekowisata di 
Pulau Bintan. Melalui kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta tata kelola yang lebih 
baik, yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga melestarikan kekayaan alam yang 
ada. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berperan aktif dalam mewujudkan tujuan ini demi 
kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang ada. 

Pendampingan Pemangku Kepentingan yang diselenggarakan bertujuan untuk memberikan 
platform bagi pemangku kepentingan dalam mendalami dan memahami konsep governance dalam 
pengelolaan ekowisata pesisir, khususnya di Pulau Bintan. Melalui FGD ini, diharapkan para peserta 
dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip tata kelola yang berbasis 
kolaborasi, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, serta 
sektor swasta. Pemangku kepentingan akan diberikan pemahaman tentang pentingnya kerjasama antar 
sektor dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung pengelolaan ekowisata yang 
berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek konservasi lingkungan yang ada di Pulau Bintan. 

Selain itu, tujuan Pendampingan ini adalah untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam 
meningkatkan kualitas tata kelola ekowisata pesisir di Pulau Bintan, yang dapat mengoptimalkan potensi 
alam dan budaya setempat, sembari melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 
Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi 
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kebijakan dan strategi pengelolaan ekowisata, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah yang 
dihadapi oleh para pemangku kepentingan. 
 
Metode Pengabdian  

Metode pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan dalam program ini berfokus pada 
pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, 
masyarakat lokal, sektor swasta, dan akademisi (Gautama et al., 2020). Pendekatan ini dimulai dengan 
serangkaian kegiatan pendampingan dan fasilitasi yang bertujuan untuk membangun pemahaman 
bersama mengenai konsep Tata Kelola dalam pengelolaan ekowisata pesisir. Melalui pelatihan, diskusi, 
dan FGD (Afiyanti, 2008; Schneider et al., 2016), para pemangku kepentingan akan diberi pemahaman 
mengenai pentingnya kolaborasi antar sektor dalam mengelola sumber daya alam pesisir secara 
berkelanjutan. Pendampingan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan 
dalam merancang kebijakan yang mendukung pengelolaan ekowisata yang tidak hanya menguntungkan 
ekonomi masyarakat tetapi juga mempertahankan keberlanjutan lingkungan. 

Selanjutnya Para peserta akan dilibatkan dalam berbagai sesi diskusi dan workshop yang 
berfokus pada identifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam pengelolaan ekowisata pesisir, serta 
mencari solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan pendekatan ini, setiap aktor dapat 
memberikan kontribusi berdasarkan keahlian dan perspektifnya masing-masing, menciptakan sebuah 
model tata kelola yang lebih holistik dan terintegrasi. Pendekatan ini akan mengoptimalkan peran 
masing-masing pihak dalam pengelolaan ekowisata, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan akan 
sesuai dengan kebutuhan lokal dan lebih mudah diimplementasikan. 

Sebagai bagian dari metode pengabdian ini, evaluasi dan monitoring juga akan dilakukan untuk 
memastikan keberlanjutan implementasi hasil diskusi dan kebijakan yang telah disepakati bersama. Para 
pemangku kepentingan akan diajarkan cara melakukan evaluasi terhadap program ekowisata yang 
sudah ada serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. 
Monitoring ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan ekowisata tidak hanya fokus pada 
pencapaian ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. 
Melalui pengembangan kapasitas dan evaluasi berkelanjutan, pengabdian kepada masyarakat ini akan 
memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi pengelolaan ekowisata pesisir di Pulau Bintan. 

 
Hasil dan Pembahasan  
1. FGD Pemangku Kepentingan Tentang Tata Kelola Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan 
a. Sesi Pertama 

Pada sesi pertama, FGD dimulai dengan pengenalan dari tim pengabdian yang menjelaskan 
tujuan kegiatan dan metodologi yang digunakan, termasuk penerapan tata kelola kolaborasi 
pemerintahan dalam pengembangan ekowisata pesisir di Pulau Bintan. Fokus utama dari kegiatan ini 
adalah bagaimana mengembangkan proyek ekowisata yang tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi 
juga memberdayakan masyarakat lokal. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti 
pemerintah, sektor bisnis, akademisi, media massa, dan masyarakat setempat. Salah satu topik utama 
yang dibahas adalah pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan 
tata kelola yang efektif. Kegiatan menjelaskan model pemerintahan Kolaborasi yang didasarkan pada 
konsep Ansel & Gash, di mana berbagai aktor, seperti pemerintah, bisnis, masyarakat, perguruan tinggi, 
dan media, bekerja sama untuk mengelola ekowisata secara berkelanjutan dan efektif, tanpa 
mengabaikan pentingnya nilai sosial dan lingkungan. 

Beberapa peserta FGD mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan 
ekowisata, seperti konflik lahan, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta dampak ekonomi. Mereka 
juga mengingatkan tentang kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi, seperti penghancuran 
mangrove untuk pembangunan, yang mengancam keberlanjutan ekowisata di Pulau Bintan. Diskusi 
kemudian berfokus pada contoh nyata penerapan ekowisata, terutama yang berbasis pada konservasi 
mangrove. Beberapa peserta berbagi pengalaman mereka dalam mengembangkan wisata berbasis 
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mangrove di daerah seperti Tanjungpinang dan Bintan. Mereka membahas tantangan yang mereka 
hadapi, seperti pengelolaan sampah dan kurangnya dukungan infrastruktur, serta bagaimana pentingnya 
melibatkan masyarakat dalam menjaga dan merawat ekosistem mangrove. 

Peserta dari lembaga pemerintah membahas peran mereka dalam mendukung pengembangan 
ekowisata berkelanjutan. Mereka menekankan pentingnya kebijakan yang jelas dan sinergi antara 
pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Namun, ada kekhawatiran terkait efisiensi birokrasi dan 
koordinasi yang kurang baik antar lembaga pemerintahan, yang sering menghambat implementasi 
kebijakan secara efektif. Tema lain yang penting adalah integrasi nilai budaya lokal dalam aktivitas 
pariwisata. Beberapa peserta dari lembaga budaya dan masyarakat adat menekankan bahwa meskipun 
manfaat ekonomi dari pariwisata sangat penting, melestarikan budaya lokal dan tradisi masyarakat 
setempat harus tetap menjadi fokus utama. Hal ini untuk memastikan bahwa pariwisata tidak merusak 
identitas budaya masyarakat, tetapi justru memperkenalkan kekayaan budaya tersebut kepada 
wisatawan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. FGD di Sesi Pertama 
Sumber: Tim Pengabdian, 2021 

 
Diskusi ditutup dengan pembahasan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat tata 

kelola pemerintahan Kolaborasi dan memperbaiki praktik ekowisata. Peserta sepakat bahwa pendekatan 
yang lebih terintegrasi dan melibatkan dialog berkelanjutan antara semua pihak akan sangat penting 
untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi, agar 
manfaat ekowisata bisa dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, FGD ini 
memberikan wawasan penting mengenai tantangan dan peluang dalam mengembangkan ekowisata 
pesisir di Pulau Bintan, serta bagaimana kolaborasi antara pemangku kepentingan dapat mewujudkan 
ekowisata yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi masyarakat lokal. Hasil diskusi ini akan menjadi 
referensi untuk disertasi Kegiatan dan kebijakan terkait pariwisata berkelanjutan di masa depan. 

 
b. Sesi Kedua 

Hasil FGD (Focus Group Discussion) yang dilaksanakan pada sesi kedua membahas topik Tata 
Kelola Kolaborasi dalam pembangunan Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. 
FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, sektor swasta, 
masyarakat lokal, dan akademisi. Tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk menggali pemahaman dan 
solusi terkait bagaimana kolaborasi antar berbagai aktor dapat mempercepat pembangunan pariwisata 
berbasis ekologi di kawasan pesisir. Dalam diskusi ini, para peserta berfokus pada pentingnya peran 
aktif semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta media dalam membangun destinasi 
wisata yang berkelanjutan, memelihara keaslian ekosistem, dan membawa manfaat ekonomi bagi 
masyarakat lokal. 
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Para peserta FGD menyoroti tantangan utama dalam pengelolaan pariwisata berbasis 
lingkungan, terutama terkait dengan konservasi mangrove. Salah satu narasumber, Andri dari Bintan 
Resort, mengungkapkan bahwa meskipun hutan mangrove di Lagoi menarik minat wisatawan 
mancanegara, ada masalah terkait pengrusakan hutan mangrove oleh masyarakat lokal yang kurang 
memahami cara mengelola sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan. Sebagai solusi, pihak 
swasta berinisiatif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian mangrove 
dan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari ekowisata yang dikelola dengan baik. 

Kemudian berbagai instansi pemerintah turut menyampaikan pandangan mereka mengenai 
tantangan dan peluang dalam pengembangan Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan. Sinaga dari Dinas 
Perikanan Kabupaten Bintan, misalnya, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam 
pengelolaan kawasan pesisir, terutama dalam hal pemberdayaan nelayan tradisional yang bergantung 
pada ekosistem mangrove. Hal ini sejalan dengan pandangan banyak peserta yang menyarankan agar 
kebijakan pariwisata berbasis lingkungan harus mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi masyarakat 
lokal serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusangan lainnya yang diangkat dalam 
FGD ini adalah kurangnya koordinasi antar sektor dan rendahnya tingkat perhatian pemerintah terhadap 
pengembangan wisata berbasis masyarakat. Meskipun ada beberapa program yang sudah dijalankan, 
banyak peserta yang merasa bahwa dukungan pemerintah baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten 
masih belum maksimal. Para pelaku wisata lokal merasa bahwa pengembangan pariwisata yang ada 
saat ini lebih banyak bersifat formalitas dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan 
kualitas hidup masyarakat  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. FGD di Sesi Kedua 
Sumber: Tim Pengabdian, 2021 

 
Para Peserta FGD menyatakan agar lebih banyak kolaborasi antara sektor swasta dan 

pemerintah untuk mempromosikan potensi wisata di Pulau Bintan. Salah satunya adalah melalui 
peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan wisata yang mendukung keberlanjutan lingkungan. 
Bintan Resort, misalnya, menjelaskan bahwa mereka telah berupaya mengedukasi masyarakat untuk 
tidak merusak hutan mangrove dan memberikan peluang bagi mereka untuk berperan aktif sebagai 
operator ekowisata. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada 
masyarakat sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Terkait dengan hal pemangku kepentingan 
juga menekankan pentingnya pemanfaatan media massa dan perguruan tinggi dalam menyebarluaskan 
informasi tentang manfaat konservasi hutan mangrove sebagai bagian dari destinasi wisata. Media 
diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengedukasi masyarakat dan menarik minat 
wisatawan, baik domestik maupun internasional, terhadap keunikan dan potensi yang dimiliki oleh Pulau 
Bintan. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat berperan dalam melakukan riset dan pendampingan untuk 
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memastikan bahwa pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan dilakukan dengan cara yang 
berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, FGD ini menghasilkan bkomendasi penting untuk pengembangan 
Ekowisata Pesisir yang berkelanjutan di Pulau Bintan. Salah satunya adalah perlunya integrasi antara 
berbagai sektor, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat lokal, sektor swasta, hingga akademisi, 
dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang berbasis pada prinsip-prinsip kolaborasi. 
Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan mangrove, juga 
dianggap sebagai kunci untuk memastikan keberlanjutan dari pariwisata berbasis lingkungan di kawasan 
pesisir. Para peserta FGD optimis bahwa dengan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, potensi 
wisata berbasis ekologi di kawasan pesisir Pulau Bintan dapat terus berkembang dan memberikan 
manfaat bagi semua pihak. Peningkatan komunikasi, transparansi, serta sinergi antar aktor yang terlibat 
menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan . 
 
2. Tantangan dalam Tata Kelola Kolaborasi untuk Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan 

Tantangan utama dalam tata kelola Kolaborasi untuk ekowisata di Pulau Bintan terletak pada 
koordinasi yang kurang baik antar pemangku kepentingan. Dalam kedua sesi FGD, para peserta 
mengungkapkan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya kolaborasi antar pemerintah, 
masyarakat, sektor swasta, dan akademisi, namun implementasi kebijakan yang belum efektif sering kali 
menghambat pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Ketidaksesuaian antara kebijakan yang ada 
dengan kenyataan di lapangan menjadi masalah, terutama dalam hal pengelolaan kawasan pesisir yang 
melibatkan berbagai pihak. Salah satu contoh yang disoroti adalah rendahnya tingkat perhatian 
pemerintah terhadap sektor wisata berbasis masyarakat, meskipun beberapa program telah dijalankan, 
dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat belum optimal. 

Selain itu, pengelolaan sumber daya alam seperti hutan mangrove menghadapi tantangan 
serius. Meskipun potensi ekowisata berbasis mangrove sangat besar, banyak masyarakat lokal yang 
belum sepenuhnya memahami cara mengelola dan menjaga keberlanjutan ekosistem ini. Beberapa 
peserta FGD mengungkapkan bahwa kerusakan mangrove akibat aktivitas manusia, seperti pembukaan 
lahan dan pembalakan liar, mengancam keberlanjutan ekowisata. Hal ini menunjukkan adanya 
kesenjangan pemahaman mengenai pentingnya ekosistem mangrove dan manfaat jangka panjang yang 
dapat diperoleh dari pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Masyarakat lokal sering kali terlibat 
dalam eksploitasi sumber daya alam tanpa menyadari dampak negatifnya terhadap ekosistem, sehingga 
pendidikan dan sosialisasi mengenai pelestarian mangrove menjadi sangat penting. 

Infrastruktur yang belum memadai juga menjadi tantangan besar dalam pengembangan 
ekowisata di Pulau Bintan. Keterbatasan infrastruktur, seperti akses transportasi dan fasilitas pendukung 
wisata, menghambat perkembangan sektor pariwisata berbasis ekologi. Meskipun Pulau Bintan memiliki 
potensi alam yang luar biasa, aksesibilitas yang rendah dan kurangnya fasilitas yang ramah lingkungan 
menjadi kendala bagi wisatawan, baik domestik maupun internasional. Sektor swasta, terutama 
perusahaan-perusahaan besar seperti Bintan Resort, berusaha memberikan solusi dengan mengedukasi 
masyarakat lokal dan memperkenalkan model ekowisata yang berbasis pada pelestarian alam. 

Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pengembangan ekowisata akan tetap 
terbatas. Terakhir, tantangan dalam tata kelola Kolaborasi untuk ekowisata di Pulau Bintan juga 
mencakup masalah sosial dan budaya. Meskipun ada keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari 
pariwisata, melestarikan budaya lokal dan tradisi masyarakat setempat harus tetap menjadi prioritas. 
Beberapa peserta FGD menekankan pentingnya menjaga identitas budaya masyarakat agar pariwisata 
tidak merusak nilai-nilai tersebut. Integrasi nilai budaya dalam ekowisata menjadi penting untuk 
memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga 
berkelanjutan dari sisi sosial dan budaya. Kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk lembaga 
budaya dan masyarakat adat, perlu diperkuat agar pariwisata dapat menjadi sarana yang 
memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada dunia, tanpa mengabaikan pentingnya pelestarian 
budaya tersebut. 
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3. Peran Komunitas Lokal dalam Tata Kelola Kolaborasi untuk Ekowisata Pesisir di Pulau 

Bintan 
Peran komunitas lokal dalam tata kelola kolaborasi untuk ekowisata pesisir di Pulau Bintan 

sangat penting dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam berbagai sesi FGD yang diadakan, para 
peserta menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat setempat dalam mengelola ekosistem pesisir, 
khususnya dalam konservasi mangrove yang menjadi salah satu daya tarik utama ekowisata di kawasan 
tersebut. Komunitas lokal, terutama nelayan tradisional yang bergantung pada ekosistem mangrove, 
diharapkan dapat lebih aktif dalam menjaga kelestarian alam. Keterlibatan mereka tidak hanya berperan 
dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan mereka manfaat ekonomi langsung 
dari pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Sehingga, dengan meningkatkan pemahaman mereka 
tentang pentingnya menjaga alam, masyarakat lokal dapat merasakan keuntungan jangka panjang yang 
berasal dari ekowisata, tanpa harus mengorbankan keberlanjutan alam. 

Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan juga sangat penting dalam 
memperkuat peran komunitas lokal. FGD menunjukkan bahwa beberapa pihak swasta, seperti Bintan 
Resort, telah berinisiatif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 
pelestarian mangrove dan dampak positif yang bisa didapatkan dari ekowisata yang berbasis pada 
pelestarian lingkungan. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat menyadari potensi ekonomi yang 
terkandung dalam pengelolaan alam secara berkelanjutan, seperti pengembangan wisata berbasis alam 
yang memanfaatkan keindahan hutan mangrove. Ini memberikan mereka alternatif ekonomi yang dapat 
mendukung kesejahteraan mereka tanpa merusak lingkungan yang mereka andalkan. 

Dalam konteks kolaborasi antar pemangku kepentingan, peran komunitas lokal juga sangat 
dibutuhkan untuk menciptakan sinergi yang efektif antara sektor swasta, pemerintah, dan akademisi. 
Komunitas lokal di Pulau Bintan berfungsi sebagai penghubung antara berbagai aktor tersebut, 
memberikan perspektif lokal yang sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang 
berbasis pada keberlanjutan. Mereka dapat memberikan informasi yang berharga terkait kondisi alam 
dan sosial yang ada, yang dapat membantu sektor-sektor lain dalam merencanakan pengembangan 
ekowisata yang lebih tepat sasaran. Melalui kolaborasi ini, semua pihak bisa bekerja sama untuk 
menciptakan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara konservasi alam dan pemberdayaan 
masyarakat. 

Secara keseluruhan, komunitas lokal memiliki peran ganda dalam tata kelola kolaborasi 
ekowisata pesisir di Pulau Bintan, yaitu sebagai pelestari lingkungan dan sebagai pelaku utama dalam 
pengelolaan ekowisata. Dengan meningkatkan kapasitas mereka, baik melalui edukasi, pelatihan, 
maupun pemberdayaan ekonomi, komunitas lokal dapat menjadi motor penggerak keberlanjutan 
ekowisata di kawasan pesisir. Para peserta FGD sepakat bahwa tanpa peran aktif masyarakat setempat, 
ekowisata berbasis lingkungan di Pulau Bintan akan kesulitan untuk berkembang secara berkelanjutan. 
Oleh karena itu, perlu ada kerjasama yang erat dan berkelanjutan antara semua pemangku kepentingan 
untuk mewujudkan ekowisata yang menguntungkan bagi lingkungan dan masyarakat. 
 
Kesimpulan 

Kesimpulan dari Focus Group Discussion (FGD) mengenai tata kelola ekowisata pesisir di Pulau 
Bintan menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, 
masyarakat lokal, sektor swasta, dan akademisi, sangat penting dalam mengembangkan ekowisata yang 
berkelanjutan. Dalam kedua sesi FGD, disepakati bahwa tata kelola Kolaborasi yang melibatkan semua 
pihak secara aktif dapat mempercepat pengembangan ekowisata, mengingat potensi besar yang dimiliki 
Pulau Bintan, terutama dalam hal konservasi mangrove dan pelestarian lingkungan. Namun, tantangan 
utama yang dihadapi adalah koordinasi yang kurang baik antara pemangku kepentingan serta kurangnya 
perhatian yang maksimal dari pemerintah terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. 

Tantangan lainnya yang mencuat dalam diskusi adalah kerusakan lingkungan, terutama 
pengrusakan hutan mangrove oleh masyarakat yang kurang memahami pentingnya keberlanjutan 
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ekosistem ini. Meskipun sektor swasta, seperti Bintan Resort, telah berupaya untuk memberikan edukasi 
kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian mangrove, pengelolaan ekowisata yang 
berkelanjutan masih terhambat oleh rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat lokal. Oleh 
karena itu, edukasi dan pelatihan yang terstruktur menjadi kunci dalam membangun kesadaran 
masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan potensi ekowisata tanpa merusak alam. 

Pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat setempat perlu diperkuat melalui 
kolaborasi yang lebih erat antara sektor swasta, pemerintah, dan akademisi. Kolaborasi yang baik akan 
memungkinkan pengembangan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal dan keberlanjutan 
jangka panjang ekowisata. Komunitas lokal, khususnya nelayan tradisional, memiliki peran penting 
dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sekaligus merasakan manfaat ekonomi dari ekowisata. 
Melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas mereka, masyarakat setempat dapat 
menjadi aktor utama dalam keberhasilan ekowisata di Pulau Bintan. 

Tata kelola Kolaborasi dalam pengembangan ekowisata pesisir di Pulau Bintan memerlukan 
sinergi yang kuat antara semua pihak. Hanya dengan kolaborasi yang berkelanjutan, pengelolaan 
ekowisata dapat berjalan dengan baik, menguntungkan bagi masyarakat lokal, serta menjaga kelestarian 
lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, seperti 
pengelolaan mangrove, infrastruktur yang belum memadai, dan kesenjangan koordinasi antar sektor, 
untuk menciptakan ekowisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga 
berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. 
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Abstrak  
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan salah satu upaya penting dalam 
meningkatkan kesehatan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
bertujuan untuk mensosialisasikan PHBS kepada siswa di Sekolah Dasar Negeri 013 
Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, untuk meningkatkan pemahaman dan 
kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan kesehatan. 
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan 
praktek langsung, seperti cara mencuci tangan yang benar, menjaga kebersihan 
lingkungan, serta penyuluhan tentang pola makan sehat dan pembuangan sampah yang 
tepat. Kegiatan ini berlangsung selama enam bulan dari bulan April hingga November 
2023, melibatkan siswa, guru, dan masyarakat setempat. Hasil yang diperoleh dari 
kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran di kalangan 
siswa dan masyarakat mengenai pentingnya PHBS. Siswa mulai lebih memperhatikan 
kebersihan pribadi dan lingkungan sekitar, seperti membuang sampah pada tempatnya 
dan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Selain itu, siswa juga menunjukkan 
peningkatan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan keluarga mereka. 
Kegiatan ini juga berdampak positif pada peningkatan kesehatan siswa dan keluarga, 
mengurangi risiko penyebaran penyakit yang dapat ditularkan melalui kebersihan yang 
kurang terjaga. Kesimpulannya, sosialisasi PHBS di SDN 013 Tanjungpinang Barat 
berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta mendorong 
perubahan perilaku menuju hidup sehat. Untuk kelanjutan program ini, direkomendasikan 
agar pihak sekolah terus memberikan pembinaan dan menyediakan fasilitas yang 
mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, seperti tempat cuci tangan yang memadai 
dan program kebersihan lingkungan yang berkelanjutan. 
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Pendahuluan  

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. PHBS tidak hanya berkaitan dengan kebersihan fisik, tetapi 
juga mencakup pola makan sehat, kegiatan fisik yang teratur, serta kebiasaan menjaga kesehatan 
mental (Mustar et al., 2018; Nurhidayah et al., 2021). Salah satu aspek utama dalam PHBS adalah 
kebersihan diri dan lingkungan. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan 
lingkungan rumah dan tempat umum, serta membuang sampah pada tempatnya menjadi landasan dari 
gerakan PHBS (Aminah et al., 2021; Candrawati & Widiani, 2015). Masyarakat yang menerapkan 
perilaku ini berperan aktif dalam pencegahan berbagai penyakit yang dapat disebabkan oleh bakteri, 
virus, atau lingkungan yang kotor. 

Selain itu, pentingnya konsumsi makanan bergizi menjadi perhatian dalam PHBS. Masyarakat 
di Indonesia diajak untuk mengurangi konsumsi makanan yang mengandung banyak lemak, gula, dan 
garam, serta lebih memilih makanan yang sehat dan bergizi (Chandra et al., 2017; Luthfia, 2021). 

https://journal.austrodemika.org/index.php/jpn
mailto:riyanaaspa@gmail.com
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Pemerintah melalui berbagai kampanye kesehatan berusaha untuk mengedukasi masyarakat mengenai 
pola makan yang seimbang, serta pentingnya hidrasi dengan minum air putih yang cukup setiap hari. 
Selain itu, olahraga atau aktivitas fisik juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PHBS. Dengan 
rutin berolahraga, masyarakat dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi risiko penyakit 
jantung, diabetes, dan obesitas, serta menjaga keseimbangan mental (Aminah et al., 2021; Anhusadar 
& Islamiyah, 2020). 

Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat juga sangat bergantung pada kesadaran dan edukasi 
masyarakat itu sendiri (Nurhajati, 2015). Pemerintah Indonesia melalui berbagai program, seperti 
program kesehatan di sekolah-sekolah dan kampanye media, berusaha menyadarkan masyarakat akan 
pentingnya PHBS. Meski demikian, tantangan dalam penerapannya masih cukup besar, terutama di 
daerah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan dan informasi(Aulina & 
Astutik, 2019; Rofiki & Famuji, 2020). Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, dukungan dari sektor 
swasta, dan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting untuk 
mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat, agar Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang 
lebih sehat dan produktif (Khaldun, 2020; Yunika et al., 2022). 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah salah satu pilar utama dalam menjaga 
kesehatan masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi beban 
penyakit, PHBS menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi anak-
anak di lingkungan sekolah dasar (Julianti et al., 2018; Nurmahmudah et al., 2018). Hal ini sejalan dengan 
kebijakan nasional di Indonesia yang menekankan pentingnya pendidikan kesehatan di sekolah-sekolah, 
sebagai salah satu sarana untuk membangun budaya hidup sehat pada generasi muda. Pada tingkat 
Sekolah Dasar Negeri (SDN) 013 Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, masih ditemukan 
kesenjangan pemahaman tentang PHBS, baik di kalangan siswa maupun guru, yang mengarah pada 
kurangnya implementasi kebiasaan sehat dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Urgensi pengabdian kepada masyarakat ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk 
mengubah perilaku hidup anak-anak di lingkungan sekolah yang dapat berdampak langsung pada 
kualitas kesehatan mereka. Sebagaimana diketahui, PHBS mencakup berbagai tindakan sederhana 
namun vital, seperti mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi 
makanan sehat, serta memastikan lingkungan sekolah yang bebas dari sampah dan kuman. Tanpa 
pengenalan dan pembiasaan terhadap PHBS sejak dini, anak-anak cenderung berkembang dalam 
lingkungan yang tidak mendukung kesehatan mereka secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan 
upaya sosialisasi dan pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya 
menerapkan PHBS di sekolah dan di rumah. 

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra pengabdian ini terletak pada kurangnya pengetahuan 
dan pemahaman terkait PHBS di kalangan siswa dan masyarakat sekolah. Berdasarkan hasil observasi, 
ditemukan bahwa siswa masih belum terbiasa menerapkan kebiasaan-kebiasaan sehat dalam 
kehidupan sehari-hari. Banyak di antara mereka yang tidak mencuci tangan dengan benar, membuang 
sampah sembarangan, atau tidak menjaga kebersihan diri setelah melakukan aktivitas tertentu. Selain 
itu, pihak sekolah juga belum memiliki program atau kebijakan yang secara terstruktur mengedukasi 
siswa tentang pentingnya PHBS. Kondisi ini memperburuk kualitas hidup mereka dan meningkatkan 
risiko penyebaran penyakit di lingkungan sekolah. 

Namun, SDN 013 Tanjungpinang Barat memiliki potensi besar untuk mengembangkan budaya 
PHBS dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah, mulai dari siswa, guru, hingga orang 
tua. Sekolah ini memiliki akses yang cukup baik terhadap berbagai fasilitas dasar, seperti ruang kelas 
yang memadai, dan dukungan dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Selain itu, guru-guru di SDN 013 
Tanjungpinang Barat memiliki komitmen yang tinggi terhadap perkembangan siswa, meskipun mereka 
masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut tentang bagaimana mengintegrasikan PHBS ke dalam 
kegiatan belajar mengajar secara efektif. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 



. 
Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); Studi SDN 013 Tanjungpinang Barat 

 Kota Tanjungpinang 
Vol 1, No 1, Desember (2024): Halaman: 28-36 

 

30  |  Desy Yunasti, dkk 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi permasalahan yang ada 
sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh sekolah. 

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan 
pemahaman masyarakat, terutama siswa dan guru di SDN 013 Tanjungpinang Barat, mengenai 
pentingnya PHBS. Melalui serangkaian sosialisasi, pelatihan, dan praktek langsung, siswa akan 
diberikan wawasan mengenai cara-cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang benar. Di samping 
itu, guru juga akan dilibatkan dalam pelatihan agar dapat memberikan contoh yang baik dan menjadi 
agen perubahan dalam mengajarkan PHBS kepada siswa. Dengan pemahaman yang lebih baik, 
diharapkan siswa dapat mengaplikasikan perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari 
mereka, baik di sekolah maupun di rumah. 

Melalui pengabdian ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan sekolah yang lebih sehat, dengan 
siswa yang lebih peduli terhadap kebersihan diri dan lingkungannya. Proses pembelajaran yang 
melibatkan elemen praktis seperti mencuci tangan dengan benar dan pengelolaan sampah yang baik, 
akan memberikan dampak positif tidak hanya pada kesehatan fisik siswa, tetapi juga pada penguatan 
karakter mereka. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang, dengan 
terwujudnya kebiasaan PHBS yang diterapkan oleh siswa secara mandiri di kehidupan mereka, baik di 
sekolah maupun di rumah. 

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi orang tua mengenai pentingnya 
mendukung kebiasaan PHBS anak-anak mereka di rumah. Oleh karena itu, sosialisasi yang melibatkan 
orang tua dalam bentuk pertemuan dan kegiatan bersama akan menjadi bagian integral dari program ini. 
Dengan melibatkan orang tua, diharapkan dapat tercipta sinergi antara sekolah dan rumah dalam 
membentuk karakter anak yang sehat dan bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan diri 
serta lingkungan mereka. Secara umum kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan untuk memberikan 
edukasi yang komprehensif mengenai PHBS, dengan pendekatan yang tidak hanya terbatas pada teori, 
tetapi juga dilengkapi dengan praktik yang relevan. Melalui pendekatan ini, diharapkan PHBS akan 
menjadi bagian dari budaya sekolah yang terus berkembang, memberikan manfaat kesehatan yang 
berkelanjutan bagi siswa dan masyarakat di SDN 013 Tanjungpinang Barat. Dengan begitu, sekolah ini 
dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam menerapkan kebijakan PHBS yang efektif dan 
berkelanjutan. 
 
Metode Pengabdian  

Metode Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diterapkan dalam kegiatan ini melibatkan 
beberapa tahap penting untuk memastikan keberhasilan implementasi program (Haryono et al., 2024). 
Pada tahap awal, dilakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi 
masyarakat, dalam hal ini terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di kalangan siswa SDN 
013 Tanjungpinang. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyuluhan yang mencakup ceramah, diskusi 
(brainstorming), serta praktik langsung oleh siswa (Rickards, 1999). Penyuluhan dilaksanakan dengan 
tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, terutama siswa, tentang 
pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, serta memberikan keterampilan praktis yang bisa 
diterapkan dalam kehidupan sehari-haridan diskusi, metode pengabdian juga melibatkan kegiatan 
langsung seperti praktek mencuci tangan dan sikat gigi yang benar, yang diikuti oleh siswa. Dengan cara 
ini, siswa tidak hanya mendapatkan teori tentang PHBS, tetapi juga pengalaman langsung dalam 
melaksanakan perilaku tersebut. 

Pendekatan praktis ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan tidak 
hanya dipahami, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Metode ini 
juga melibatkan pemanfaatan alat peraga seperti proyektor dan buku saku modul PHBS untuk 
mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Selain kegiatan penyuluhan, juga 
dilakukan pembentukan kelompok-kelompok kecil di kalangan siswa untuk meningkatkan partisipasi 
mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Hal ini juga bertujuan untuk mengembangkan 
budaya hidup bersih dan sehat di kalangan siswa yang dapat terus diterapkan baik di sekolah maupun 
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di rumah. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan pengabdian untuk mengukur sejauh mana dampak yang 
dihasilkan, dengan fokus pada perubahan perilaku siswa dan tingkat penerapan PHBS dalam kehidupan 
mereka . 

 
Hasil dan Pembahasan  
1. Evaluasi Tingkat Pemahaman Siswa tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap siswa mengenai pemahaman mereka 
tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terdapat beberapa temuan yang mencerminkan sejauh 
mana siswa telah memahami pentingnya menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. 
Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas siswa memahami konsep dasar PHBS, 
seperti mencuci tangan dengan sabun, membuang sampah pada tempatnya, serta pentingnya menjaga 
kebersihan tubuh. Namun, masih ada beberapa siswa yang belum sepenuhnya memahami penerapan 
PHBS dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama dalam aspek seperti pengelolaan sampah rumah 
tangga dan pentingnya pola makan sehat yang seimbang. 

Selain itu, evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengetahui pentingnya mencuci 
tangan sebelum makan dan setelah buang air besar, yang merupakan salah satu indikator penting dari 
perilaku hidup bersih. Meski begitu, dalam penerapannya, ada beberapa siswa yang terkadang 
mengabaikan kebiasaan tersebut di luar lingkungan sekolah. Ini menunjukkan bahwa meskipun 
pemahaman tentang PHBS cukup baik, kedisiplinan dalam menjalankan perilaku tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari masih perlu diperkuat, baik melalui pendidikan lanjutan di sekolah maupun 
pengawasan dari orang tua di rumah. 

Pada aspek penting lainnya, yaitu tentang kebersihan lingkungan, hasil evaluasi 
mengungkapkan bahwa hampir semua siswa memahami pentingnya menjaga kebersihan di sekitar 
mereka, seperti membersihkan ruang kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Namun, ketika 
diminta untuk menjelaskan cara-cara lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah dan pemilahan sampah 
berdasarkan jenisnya, sebagian besar siswa terlihat kurang tahu dan cenderung menganggap sampah 
sebagai hal yang tidak terlalu penting untuk dikelola dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya 
penambahan materi terkait pengelolaan sampah yang lebih mendalam dalam kurikulum pendidikan 
kesehatan. 

Penting untuk dicatat bahwa meskipun siswa sudah memahami sebagian besar konsep PHBS, 
pemahaman mereka tentang pola makan sehat dan gizi seimbang masih tergolong rendah. Hanya 
sebagian kecil siswa yang mampu menjelaskan dengan benar tentang pentingnya mengonsumsi 
makanan bergizi dan memperhatikan porsi makan yang tepat. Ini mengindikasikan bahwa pendidikan 
tentang gizi dan pola makan sehat perlu mendapat perhatian lebih dalam evaluasi selanjutnya. Beberapa 
siswa menganggap bahwa pola makan sehat hanya berkaitan dengan konsumsi sayuran, tanpa 
memperhatikan keseimbangan antara karbohidrat, protein, lemak, serta konsumsi air yang cukup. 

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penerapan PHBS di kalangan siswa, evaluasi ini 
menunjukkan bahwa perlu adanya program-program lanjutan yang lebih intensif baik di sekolah maupun 
di masyarakat. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan melibatkan siswa dalam kegiatan 
yang langsung berkaitan dengan PHBS, seperti program pengelolaan sampah di sekolah atau 
penyuluhan gizi yang melibatkan praktisi kesehatan. Selain itu, peningkatan kerjasama antara sekolah, 
orang tua, dan masyarakat dalam memberikan contoh dan mendidik siswa tentang perilaku hidup bersih 
dan sehat menjadi sangat penting untuk membentuk kebiasaan yang sehat dan berkelanjutan di masa 
depan. 
 
2. Analisis Implementasi PHBS di SDN 013 Tanjungpinang Barat 

Implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di SDN 013 Tanjungpinang Barat 
menunjukkan beberapa temuan yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan di 
lingkungan sekolah. Salah satu temuan utama adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran 
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tentang PHBS di kalangan siswa dan guru. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk 
lebih intensif dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya kebersihan dan kesehatan. Selain itu, 
banyak siswa yang belum menerapkan kebiasaan dasar seperti mencuci tangan dengan benar atau 
menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kegiatan sosialisasi PHBS yang dilakukan dalam pengabdian 
masyarakat bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan pelatihan tentang cara-cara 
hidup sehat, serta meningkatkan kesadaran mengenai dampak buruk dari perilaku hidup tidak sehatS di 
sekolah ini juga menghadapi tantangan berupa kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti 
fasilitas cuci tangan, toilet yang bersih, dan tempat sampah yang terorganisir. Kurangnya fasilitas ini 
menghambat siswa untuk secara rutin menerapkan prinsip-prinsip PHBS. Temuan ini sejalan dengan 
penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa fasilitas sanitasi yang tidak memadai adalah salah 
satu hambatan utama dalam penerapan PHBS di sekolah-sekolah dasar . Oleh karena itu,n kerja sama 
antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas 
yang ada agar mendukung implementasi PHBS secara efektif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Peragaan PHBS di tunjukan kepada Siswa 
Sumber: Tim PKM, 2023 

 
Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada siswa tentang cara 

mencuci tangan yang benar dan menjaga kebersihan diri. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan 
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seperti dengan membuang sampah pada 
tempatnya dan menjaga kebersihan toilet. Melalui pelatihan ini, diharapkan siswa tidak hanya 
mendapatkan pengetahuan tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 
Penanaman kebiasaan sehat ini sangat penting, mengingat bahwa kebiasaan yang diterapkan sejak dini 
akan berpengaruh besar pada kesehatan mereka di masa depan. 

Dalam pembahasan ini, terlihat bahwa ada peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai 
PHBS di kalangan siswa dan orang tua. Mereka mulai menerapkan kebiasaan mencuci tangan sebelum 
makan, menjaga kebersihan pribadi, serta membuang sampah pada tempatnya. Hal ini menunjukkan 
bahwa sosialisasi yang dilakukan berhasil menciptakan perubahan perilaku yang positif di tingkat individu 
dan lingkungan sekolah. Namun, perubahan ini harus terus dipelihara ogram-program lanjutan dan 
evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebiasaan hidup sehat terus diterapkan dengan baik. 
Akhirnya, untuk memastikan keberlanjutan program PHBS di SDN 013 Tanjungpinang Barat, sangat 
penting untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam implementasinya, termasuk orang tua siswa dan 
masyarakat sekitar. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan 
yang lebih mendukung penerapan PHBS. 
 
3. Perubahan Perilaku Siswa dalam Penerapan PHBS 

Penerapan program PHBS di SDN 013 Tanjungpinang menunjukkan perubahan yang signifikan 
dalam pengetahuan dan kesadaran siswa terkait pentingnya kebersihan dan kesehatan. Sebelum 
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program dilaksanakan, banyak siswa dan orang tua yang kurang memahami prinsip dasar PHBS, seperti 
mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan diri, dan menjaga kebersihan lingkungan. Setelah 
mengikuti sosialisasi dan pelatihan, terdapat peningkatan kesadaran yang cukup tinggi. Siswa mulai 
memahami pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah 
maupun di rumah. 

Keterampilan siswa dalam melaksanakan PHBS juga mengalami peningkatan setelah kegiatan 
sosialisasi dan pelatihan. Siswa diajarkan cara mencuci tangan yang benar, cara menjaga kebersihan 
lingkungan, serta cara menjaga kebersihan diri. Hal ini diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari di 
sekolah, seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membuang sampah pada tempatnya, 
serta menjaga kebersihan toilet dan area sekitar. Peningkatan keterampilan ini memberikan dampak 
langsung terhadap kebersihan lingkungan sekolah yang lebih terjagaampak Positif terhadap Kesehatan. 
Implementasi PHBS yang lebih baik di SDN 013 Tanjungpinang juga berpengaruh pada peningkatan 
kualitas kesehatan siswa dan keluarga mereka. Dengan mengadopsi kebiasaan seperti mencuci tangan 
dengan benar dan menjaga kebersihan lingkungan, siswa menjadi lebih tahan terhadap berbagai 
penyakit menular. Selain itu, keluarga mereka juga mulai lebih memperhatikan pola hidup sehat, yang 
tercermin dalam cara mereka menjaga kebersihan rumah dan memilih makanan sehat. Program ini 
membantu menurunkan angka penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman, baik di sekolah 
maupun di rumah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. TIM PKM Memberikan Famplet Edukasi PHBS 
Sumber: Tim PKM, 2023 

 
Salah satu dampak yang paling mencolok adalah peningkatan kemandirian siswa dalam 

menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sebelumnya, siswa lebih bergantung pada guru dan staf 
sekolah untuk menjaga kebersihan. Namun, setelah mendapatkan edukasi tentang PHBS, siswa menjadi 
lebih proaktif dalam membersihkan lingkungan mereka sendiri, seperti membersihkan kelas, halaman, 
dan toilet. Mereka juga mulai mengingatkan teman-temannya untuk membuang sampah pada 
tempatnya. Hal ini menunjukkan adanya perubahan perilaku yang sangat positif dalam hal menjaga 
kebersihan sekolah. Perubahan perilaku siswa dalam menerapkan PHBS tidak hanya terjadi di sekolah, 
tetapi juga di rumah. Sosialisasi yang dilakukan kepada orang tua turut meningkatkan pemahaman 
mereka tentang pentingnya mendukung perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Orang tua yang 
sebelumnya kurang mendalami pentingnya PHBS, kini mulai mengajarkan anak-anak mereka untuk 
menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. 

 
4. Dampak Sosialisasi PHBS terhadap Lingkungan Sekolah dan Keluarga Siswa 

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan di SDN 013 Tanjungpinang, dampak 
sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terhadap lingkungan sekolah dan keluarga siswa 
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terlihat signifikan. Secara umum, kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan siswa dan orang tua 
mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelum kegiatan sosialisasi, masih banyak siswa 
dan orang tua yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dalam 
kehidupan sehari-hari. Namun, setelah adanya program ini, mereka mulai menyadari betapa pentingnya 
kebiasaan-kebiasaan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, menjaga kebersihan 
diri, serta membuang sampah pada tempatnya itu, perubahan dalam perilaku siswa sangat terlihat. Siswa 
mulai lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Mereka tidak hanya menjaga kebersihan 
kelas, tetapi juga memperhatikan kebersihan halaman sekolah dan fasilitas umum lainnya, seperti toilet. 
Mereka juga mulai terlibat dalam kegiatan pembersihan lingkungan secara rutin. Kemandirian siswa 
dalam menerapkan PHBS di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa mereka sudah mulai 
menginternalisasi nilai-nilai kebersihan yang diajarkan selama sosialisasi. 

Dalam sosialisasi PHBS juga memberikan dampak positif. Orang tua yang sebelumnya kurang 
teredukasi tentang cara menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah, mulai menerapkan pola hidup 
bersih dan sehat di lingkungan keluarga. Mereka mulai memperhatikan kebersihan rumah dan 
memastikan anak-anak mereka menerapkan kebiasaan sehat yang sudah diajarkan di sekolah. Selain 
itu, keluarga juga ikut berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar mereka, menciptakan 
suasana yang lebih sehat untuk anak-anak mereka tumbuh dan berkembang. Namun, meskipun ada 
damf, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu dihadapi, seperti kurangnya fasilitas sanitasi yang 
memadai di beberapa sekolah dan ketidakbiasaan beberapa siswa dan orang tua dalam menerapkan 
PHBS secara konsisten. 

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan sudah meningkat, kebiasaan sehat tersebut 
perlu terus didorong melalui program-program yang terstruktur dan berkelanjutan . Oleh karena itu, 
pengawasan yang t dan peningkatan fasilitas sanitasi di lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk 
mendukung keberhasilan program PHBS jangka panjang. Secara keseluruhan, dampak sosialisasi 
PHBS di lingkungan sekolah dan keluarga siswa memberikan kontribusi yang besar terhadap 
peningkatan kualitas kesehatan dan kebersihan. Namun, upaya ini harus terus dilanjutkan dengan 
melibatkan semua pihak, baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa perilaku 
hidup bersih dan sehat menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. 
 
5. Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan PHBS di Sekolah Dasar 

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan di SDN 013 Tanjungpinang, dampak 
sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terhadap lingkungan sekolah dan keluarga siswa 
terlihat signifikan. Secara umum, kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan siswa dan orang tua 
mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelum kegiatan sosialisasi, masih banyak siswa 
dan orang tua yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dalam 
kehidupan sehari-hari. Namun, setelah adanya program ini, mereka mulai menyadari betapa pentingnya 
kebiasaan-kebiasaan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, menjaga kebersihan 
diri, serta membuang sampah pada tempatnya itu, perubahan dalam perilaku siswa sangat terlihat. Siswa 
mulai lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Mereka tidak hanya menjaga kebersihan 
kelas, tetapi juga memperhatikan kebersihan halaman sekolah dan fasilitas umum lainnya, seperti toilet. 
Mereka juga mulai terlibat dalam kegiatan pembersihan lingkungan secara rutin. Kemandirian siswa 
dalam menerapkan PHBS di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa mereka sudah mulai 
menginternalisasi nilai-nilai kebersihan yang diajarkan selama sosialisasi. 

Dalam sosialisasi PHBS juga memberikan dampak positif. Orang tua yang sebelumnya kurang 
teredukasi tentang cara menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah, mulai menerapkan pola hidup 
bersih dan sehat di lingkungan keluarga. Mereka mulai memperhatikan kebersihan rumah dan 
memastikan anak-anak mereka menerapkan kebiasaan sehat yang sudah diajarkan di sekolah. Selain 
itu, keluarga juga ikut berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar mereka, menciptakan 
suasana yang lebih sehat untuk anak-anak mereka tumbuh dan berkembang. Namun, meskipun ada 
terdapat beberapa tantangan yang masih perlu dihadapi, seperti kurangnya fasilitas sanitasi yang 
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memadai di beberapa sekolah dan ketidakbiasaan beberapa siswa dan orang tua dalam menerapkan 
PHBS secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan sudah meningkat, 
kebiasaan sehat tersebut perlu terus didorong melalui program-program yang terstruktur dan 
berkelanjutan . Oleh karena itu, pengawasan yang dan peningkatan fasilitas sanitasi di lingkungan 
sekolah sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program PHBS jangka panjang. Secara 
keseluruhan, dampak sosialisasi PHBS di lingkungan sekolah dan keluarga siswa memberikan kontribusi 
yang besar terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan kebersihan. Namun, upaya ini harus terus 
dilanjutkan dengan melibatkan semua pihak, baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat, untuk 
memastikan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari 
mereka. 

 
Kesimpulan 

Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di SDN 013 Tanjungpinang Barat 
menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya 
kebersihan dan kesehatan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat lebih lanjut. Mayoritas siswa 
sudah memahami konsep dasar PHBS seperti mencuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan, 
namun implementasi kebiasaan tersebut di luar sekolah masih belum sepenuhnya konsisten. Kurangnya 
pengetahuan mendalam mengenai pengelolaan sampah dan pola makan sehat menunjukkan bahwa ada 
ruang yang cukup besar untuk memperluas materi pembelajaran di sekolah dan memperkuat 
pengawasan serta kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam membentuk kebiasaan 
sehat yang berkelanjutan. 

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan PHBS di sekolah juga tidak dapat diabaikan. Faktor 
utama yang menghambat implementasi adalah keterbatasan fasilitas sanitasi yang memadai, seperti 
tempat cuci tangan dan toilet yang bersih. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, siswa kesulitan untuk 
menerapkan perilaku hidup bersih dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang lebih 
intensif antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam menyediakan fasilitas yang mendukung 
penerapan PHBS secara efektif. Selain itu, meskipun pengetahuan mengenai PHBS sudah meningkat, 
keberlanjutan program ini harus tetap didorong melalui program-program yang terstruktur dan evaluasi 
berkala untuk memastikan kebiasaan sehat tersebut menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-
hari siswa, keluarga, dan masyarakat. 

Dampak positif dari sosialisasi PHBS terhadap lingkungan sekolah dan keluarga siswa terlihat 
signifikan, dengan adanya perubahan perilaku siswa dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. 
Program ini tidak hanya meningkatkan kebersihan di lingkungan sekolah, tetapi juga berdampak pada 
perilaku keluarga yang lebih peduli terhadap kebersihan rumah dan pola makan sehat. Keterlibatan orang 
tua dalam mendukung kebiasaan sehat di rumah memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan 
program ini. Namun, untuk memastikan keberlanjutan program PHBS, pengawasan yang lebih intensif 
dan peningkatan fasilitas sanitasi di lingkungan sekolah sangat diperlukan. 
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Abstrak  
Artikel ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Busung Panjang 
melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk meningkatkan 
kapasitas masyarakat dalam memetakan dan mengelola potensi sumber daya alam 
(SDA). Desa ini, yang terletak di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, memiliki potensi 
SDA yang besar terutama di sektor perikanan, namun menghadapi tantangan dalam 
pengelolaannya, baik dari segi pengetahuan, infrastruktur, dan aksesibilitas. Kegiatan 
pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa 
serta partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program 
berbasis potensi lokal secara berkelanjutan. Melalui FGD, perangkat desa dan 
masyarakat dilatih untuk mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan 
mengembangkan produk berbasis alam, khususnya sektor perikanan, yang dapat 
memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Hasil FGD menunjukkan adanya 
peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan SDA yang ramah lingkungan 
dan berkelanjutan. Namun, beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan 
sarana, serta rendahnya pengetahuan kewirausahaan, masih menghambat pemanfaatan 
SDA secara optimal. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan mencakup pelatihan lebih 
lanjut dalam kewirausahaan berbasis hasil laut, peningkatan akses terhadap modal, dan 
pengembangan infrastruktur yang mendukung distribusi produk. FGD ini juga 
menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak 
eksternal untuk menciptakan model pengelolaan SDA yang lebih inklusif dan 
berkelanjutan. Sebagai rekomendasi, program-program pelatihan dan penguatan 
kapasitas kelembagaan perlu dilanjutkan dengan penekanan pada peningkatan 
infrastruktur dan akses pasar untuk mengoptimalkan potensi SDA yang ada, serta 
mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. 
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Pendahuluan  

Pemberdayaan masyarakat pesisir adalah proses untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas 
hidup masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir melalui berbagai pendekatan yang bersifat inklusif, 
partisipasi, dan berkelanjutan (Butarbutar et al., 2020; Kusnadi, 2006). Tujuan utama pemberdayaan ini 
adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat pesisir untuk mengelola 
sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, seperti laut, pantai, dan ekosistem pesisir lainnya 
(Maryani & Nainggolan, 2019; Usman, 1998). Pemberdayaan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk 
pemerintah, LSM, dan sektor swasta, yang bekerja sama dalam memberikan pelatihan, penyuluhan, 
serta akses kepada teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan 
masyarakat pesisir (Hendrayani et al., 2019; Kasmel & Andersen, 2011). Selain itu, pemberdayaan 
masyarakat pesisir juga berfokus pada peningkatan kesadaran lingkungan, agar masyarakat dapat 
mengelola sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak ekosistem yang ada (Pratama, 2016; 
Setiawan, 2017). 
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Pada praktiknya, pemberdayaan masyarakat pesisir mencakup peningkatan kapasitas ekonomi 
dengan mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil, seperti budidaya ikan, pengolahan hasil laut, 
dan ekowisata berbasis pesisir. Selain itu, pemberdayaan ini juga menekankan pentingnya pengelolaan 
sumber daya alam yang berkelanjutan, agar keberlanjutan lingkungan pesisir tetap terjaga untuk 
generasi mendatang (Alsop & Heinsohn, 2012; Scheyvens, 1999). Salah satu aspek penting dalam 
pemberdayaan masyarakat pesisir adalah membangun jaringan sosial yang kuat antar warga, agar 
mereka dapat saling mendukung dalam menghadapi tantangan ekonomi maupun lingkungan yang ada. 
Dengan adanya pemberdayaan yang efektif, masyarakat pesisir diharapkan dapat mengurangi 
ketergantungan terhadap pola hidup yang merusak, meningkatkan pendapatan mereka, serta lebih 
berdaya dalam mengelola lingkungan hidup mereka secara lebih mandiri dan berkelanjutan (Dolezal & 
Novelli, 2022; Nagaoka, 2011). 

Desa Busung Panjang, yang terletak di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, memiliki 
karakteristik geografis yang unik, dikelilingi oleh pulau-pulau kecil dan memiliki potensi sumber daya alam 
yang melimpah, khususnya di sektor perikanan (Kurnianingsih et al., 2022). Sebagai desa yang baru 
terbentuk akibat pemekaran pada tahun 2013, Desa Busung Panjang menghadapi tantangan besar 
dalam mengelola potensi yang ada, terutama dalam memetakan dan memanfaatkan sumber daya alam 
secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Keberadaan desa ini juga dibarengi dengan 
keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, yang menyulitkan perkembangan ekonomi serta pemerintahan 
desa itu sendiri (Gautama et al., 2020; Trisnawati et al., 2018). 

Urgensi kegiatan ini sangat jelas, mengingat rendahnya kapasitas kelembagaan perangkat desa 
dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Salah satu sektor yang belum 
digali secara maksimal adalah sektor perikanan yang menjadi andalan masyarakat Desa Busung 
Panjang. Walaupun potensi alam yang ada cukup besar, masyarakat masih menghadapi berbagai 
kesulitan, seperti keterbatasan dalam mengembangkan produk berbasis sumber daya alam, serta 
minimnya pengetahuan mengenai manajemen kewirausahaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, 
penguatan kapasitas kelembagaan perangkat desa menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja 
mereka dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. 

Mitra dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa Busung Panjang, yang memerlukan bantuan 
untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperkuat pemahaman mereka tentang pengelolaan 
sumber daya alam, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi 
alam. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor 
perikanan juga menjadi tantangan tersendiri dalam merancang solusi yang tepat untuk meningkatkan 
kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, Forum Group Discussion (FGD) ini diharapkan dapat menjadi 
wadah untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui 
pemetaan potensi sumber daya alam (Mohamad & Shaharuddin, 2014). 

Forum Group Discussion (FGD) ini sangat penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis 
dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Busung Panjang, dengan fokus pada pengelolaan 
sumber daya alam dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi 
alam yang ada. Dalam konteks ini, pemetaan potensi sumber daya alam menjadi langkah awal yang 
krusial untuk mengetahui apa saja yang bisa dioptimalkan dan dikembangkan oleh masyarakat. Selain 
itu, sektor perikanan yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat desa harus 
mendapat perhatian khusus, mengingat tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang 
berkelanjutan. Oleh karena itu, FGD ini diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi yang mendukung 
peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa, memperkuat pemahaman masyarakat tentang 
pengelolaan sumber daya alam, dan membuka peluang untuk pengembangan UMKM berbasis 
perikanan dan produk lokal. Ke depannya, pendekatan yang terintegrasi antara pemberdayaan ekonomi, 
pendidikan, dan pelatihan keterampilan menjadi kunci untuk menciptakan kesejahteraan yang 
berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
adalah untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada perangkat desa dan masyarakat terkait 
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dengan pemetaan potensi sumber daya alam dan pemanfaatannya yang berkelanjutan. Melalui FGD ini, 
diharapkan peserta dapat mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi yang sesuai dengan 
karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat desa agar mereka lebih siap dalam merencanakan dan 
melaksanakan program-program pemberdayaan yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di 
Desa Busung Panjang. 

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses 
pembangunan desa, dengan memberi mereka peran aktif dalam merencanakan dan melaksanakan 
program-program berbasis potensi lokal. Penguatan kapasitas kelembagaan ini menjadi langkah penting 
dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu 
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Potensi besar 
yang dimiliki oleh Desa Busung Panjang, terutama di sektor perikanan, memberikan peluang yang sangat 
besar bagi pembangunan ekonomi desa. Namun, tanpa pengelolaan yang baik dan keterlibatan 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, potensi ini akan sulit untuk dimanfaatkan secara 
maksimal. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, diharapkan Desa Busung Panjang dapat menjadi model 
bagi desa-desa pesisir lainnya dalam hal pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya alam yang 
berkelanjutan.  

Dengan demikian, FGD ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 
kapasitas perangkat desa, tetapi juga untuk menggugah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 
pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Hal ini akan mendukung terciptanya 
masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan 
berkelanjutan di kawasan pesisir. 
 
Metode Pengabdian  

Untuk mengembangkan metode pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemetaan potensi 
sumber daya alam di Desa Busung Panjang, sebuah kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dapat 
dirancang dengan beberapa langkah utama di antaranya: 
1. Pengenalan FGD akan melibatkan penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari proses 

pemberdayaan masyarakat. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi potensi sumber daya alam 
yang ada di wilayah pesisir, seperti produk perikanan dan keanekaragaman hayati laut. Anggota 
masyarakat, termasuk pemimpin lokal, nelayan, dan kelompok kesejahteraan keluarga, akan 
dilibatkan untuk memahami pentingnya pemetaan sumber daya ini untuk pembangunan yang 
berkelanjutan. Pengenalan ini bertujuan untuk membangkitkan minat dan menekankan pentingnya 
partisipasi aktif dalam proyek pemetaan sumber daya berbasis masyarakat (Seal et al., 1998). 

2. Metodologi FGD akan mencakup sesi interaktif. Sesi ini dirancang untuk mendorong diskusi, 
memungkinkan peserta untuk mengungkapkan wawasan mereka tentang sumber daya alam yang 
ada di sekitar mereka. Brainstorming akan digunakan untuk mengidentifikasi tantangan yang mereka 
hadapi dalam memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif. Fasilitator akan memandu diskusi 
agar tetap fokus pada identifikasi peluang dan kendala dalam masyarakat, seperti akses ke pasar 
atau masalah lingkungan (Parker & Tritter, 2006). 

3. Bagian workshop dari FGD akan memperkenalkan peserta pada alat dan teknik untuk pemetaan 
sumber daya (Nyumba et al., 2018). Para ahli teknis akan memberikan panduan tentang cara 
melakukan survei yang tepat dan menggunakan alat pemetaan geografis. Peserta akan dilatih untuk 
mengidentifikasi lokasi-lokasi utama di mana sumber daya alam melimpah dan mengembangkan 
strategi untuk mengelola sumber daya ini secara berkelanjutan. Pelatihan teknis ini akan memastikan 
bahwa masyarakat memperoleh keterampilan yang berharga dalam pemantauan lingkungan dan 
pemetaan sumber daya, memungkinkan mereka untuk memiliki kontrol terhadap perkembangan 
desa mereka. 
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4. FGD akan ditutup dengan sesi untuk merumuskan rencana aksi. Pada fase ini, peserta akan 
berdiskusi tentang cara mengimplementasikan ide-ide yang dihasilkan selama diskusi. Mereka akan 
fokus pada pembuatan rencana aksi kolektif yang mencakup langkah-langkah praktis untuk 
pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, seperti mendirikan bisnis lokal yang berbasis pada 
produk laut atau memperkenalkan praktik perikanan ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk 
memastikan bahwa proses pemberdayaan ini berkelanjutan, dengan langkah-langkah yang jelas 
untuk implementasi dan tindak lanjut agar masyarakat tetap terlibat dan bertanggung jawab. Metode 
ini akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan mendorong kolaborasi masyarakat secara luas menuju 
visi pembangunan bersama (Wilkinson, 1998). 

 
Hasil dan Pembahasan  
1. Analisis Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Busung Panjang 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa 
Busung Panjang, terdapat beberapa potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar di wilayah 
pesisir ini. Salah satunya adalah kekayaan biota laut yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Mayoritas 
penduduk desa ini bekerja sebagai nelayan, dan hasil tangkapan ikan mereka, seperti ikan tri, ketam, 
dan ikan selikur, sudah diekspor ke luar negeri. Potensi ini menunjukkan bahwa Desa Busung Panjang 
memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung ekonomi lokal. Akan tetapi, dalam mengelola 
potensi ini, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah desa, terutama 
dalam pengelolaan hasil laut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. 

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman mengenai manajemen 
kewirausahaan yang berkelanjutan. Hal ini terungkap dalam sesi Focus Group Discussion (FGD), di 
mana banyak peserta yang mengungkapkan ketidakmampuan mereka dalam mengelola hasil laut 
menjadi produk yang bernilai lebih. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah desa untuk memberikan 
pelatihan kepada masyarakat, terutama ibu-ibu PKK, mengenai cara mengelola usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) yang berbasis pada hasil laut. Program pelatihan ini perlu melibatkan akademisi atau 
ahli kewirausahaan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengelolaan bisnis yang 
efisien dan berkelanjutan, keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung di Desa Busung Panjang 
menjadi tantangan besar dalam mengoptimalkan potensi SDA yang ada. 

Sarana transportasi yang terbatas, terutama akses ke ibu kota kabupaten yang hanya dapat 
dijangkau dengan kapal kayu, menyebabkan biaya logistik yang tinggi dan menghambat distribusi hasil 
tangkapan laut. Selain itu, masalah penerangan yang belum sepenuhnya memadai dan konektivitas 
internet yang lemah memperburuk kondisi ini. Untuk itu, penting bagi pemerintah desa untuk menggali 
potensi energi alternatif, seperti pembangkit listrik tenaga angin yang sesuai dengan kondisi geografis 
desa ini, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi lokal. 
Sanitasi yang menjadi permasalahan utama di desa ini, khususnya terkait dengan ketersediaan air 
bersih. Desa Busung Panjang sangat tergantung pada sumber mata air yang terbatas, dan hal ini 
menyebabkan krisis air bersih yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Pemerintah desa perlu 
bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menemukan solusi jangka panjang, seperti 
pembangunan sistem penyediaan air bersih yang terintegrasi dan memadai. Program sanitasi, seperti 
toilet umum yang sudah mulai dibangun di beberapa pulau, perlu diperluas dan dikelola dengan baik 
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat . 

Secara keseluruhan, kegiatan FGD di Desa Busung Panjang memiliki potensi besar untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika didukung dengan kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif 
dari semua pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan pihak luar seperti akademisi. Penguatan 
kapasitas kelembagaan perangkat desa melalui bimbingan teknis dan sosialisasi juga sangat penting 
untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan efektif. Selain itu, 
penting untuk memperkuat kerja sama antara perangkat desa, RT, dan RW untuk menyelesaikan 
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permasalahan yang ada dan mengoptimalkan pemanfaatan SDA untuk pembangunan yang 
berkelanjutan. 

 
2. Peran Pembinaan Perangkat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 

Berdasarkan hasil pengabdian yang dilaksanakan di Desa Busung Panjang, peran pembinaan 
perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat pesisir sangat penting untuk mencapai tujuan 
pembangunan yang berkelanjutan. Pembinaan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat 
mencakup berbagai kegiatan seperti sosialisasi, workshop, bimbingan teknis (BIMTEK), dan Focus 
Group Discussion (FGD). Dalam kegiatan tersebut, perangkat desa diberikan pemahaman dan 
keterampilan untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, terutama yang 
berkaitan dengan sektor kelautan. Melalui pendekatan ini, diharapkan perangkat desa dapat berperan 
aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan memanfaatkan potensi alam secara 
berkelanjutan. 

Pembinaan perangkat desa di Desa Busung Panjang juga mencakup peningkatan kapasitas 
kelembagaan desa melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas dalam manajemen pemerintahan 
desa yang lebih baik. Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa 
perangkat desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melaksanakan tugas 
pemerintahan, termasuk dalam hal pelayanan publik yang efisien. Dengan demikian, perangkat desa 
dapat lebih proaktif dalam menjalankan program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, 
terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Pelaksanaan FGD di Des Busung Panjang 
Sumber: Penulis, 2022 

 
Dalam FGD yang dilaksanakan, salah satu tema yang dibahas adalah pemberdayaan 

masyarakat pesisir dalam pemetaan potensi sumber daya alam. Desa Busung Panjang, yang mayoritas 
penduduknya bekerja sebagai nelayan, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun 
masih terbatas dalam hal pengelolaan yang berkelanjutan. Pembinaan perangkat desa dalam konteks 
ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pengelolaan potensi alam 
dengan cara yang ramah lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah 
satu solusi yang diajukan dalam diskusi adalah pentingnya pengembangan produk UMKM berbasis hasil 
laut yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi perangkat desa dalam melaksanakan pemberdayaan 
masyarakat adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Kondisi geografis Desa Busung 
Panjang yang terletak di pulau-pulau yang terpisah membuat akses terhadap fasilitas umum dan 
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teknologi informasi menjadi terbatas. Oleh karena itu, pembinaan perangkat desa tidak hanya mencakup 
aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga harus mencakup penguatan infrastruktur dan 
aksesibilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan. Tim pengabdian 
memberikan rekomendasi agar pemerintah desa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan 
provinsi untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti penyediaan listrik yang 
lebih baik dan akses internet yang stabil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2. Tim PKM melakukan Diskusi Kelompok 
Sumber: Penulis, 20222 

 
Akhirnya, keberhasilan dari pembinaan perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat 

pesisir sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Pembinaan yang dilakukan tidak 
akan berhasil jika masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam proses pembangunan. Oleh karena 
itu, penting bagi perangkat desa untuk terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap 
perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Dengan adanya partisipasi yang tinggi dari 
masyarakat, program-program pemberdayaan yang dijalankan akan lebih efektif dan berkelanjutan, serta 
dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir di Desa Busung 
Panjang. 

 
3. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik dan Birokrasi di Desa Busung Panjang 

Dalam evaluasi kinerja pelayanan publik dan birokrasi di Desa Busung Panjang, berbagai 
tantangan telah diidentifikasi yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada 
masyarakat. Berdasarkan temuan di lapangan, terbukti bahwa pelayanan publik di desa ini masih jauh 
dari optimal, terutama terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Salah satu masalah utama 
yang ditemukan adalah ke tidak cukupan listrik di desa yang hanya mengandalkan diesel pada saat acara 
pemerintahan. Selain itu, masalah jaringan internet yang lemah juga menghambat kinerja perangkat 
desa dalam memberikan pelayanan yang efisien dan minimnya pengetahuan dan keterampilan 
administrasi yang dimiliki oleh perangkat desa, yang menyebabkan banyak kesalahan dalam 
pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, FGD yang dilakukan oleh tim 
pengabdian kepada masyarakat di desa ini memiliki peran penting. Dalam kegiatan tersebut, perangkat 
desa diberi pelatihan mengenai cara-cara yang sesuai dengan regulasi pemerintah dalam melaksanakan 
tugasnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan kualitas 
pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat  . 

Selain itu juga yang dilakukan oleh tim pengabdian menunjukkan bahwa komunikasi dan 
koordinasi antara perangkat desa, termasuk RT dan RW, masih belum optimal. Hal ini berdampak pada 
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ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas serta pelayanan publik yang tidak maksimal. Pemetaan 
konflik ini memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada dan solusi yang perlu 
dilakukan untuk memperbaiki hubungan antar perangkat desa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah 
dengan menerapkan sistem komunikasi yang lebih baik dan inovatif, serta melakukan koordinasi yang 
lebih erat antar pihak yang terlibat  . 

Evaluasi lebih lanjut mengungkap dalam sektor sanitasi juga menjadi masalah besar. Desa 
Busung Panjang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sumber air bersih, yang merupakan 
kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk 
mengambil langkah yang lebih tegas dalam menyediakan akses air bersih dan meningkatkan fasilitas 
sanitasi di desa ini. Keterbatasan ini berkontribusi pada kondisi kesehatan masyarakat yang belum 
sepenuhnya terjaga, yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pusat untuk 
menyelesaikan masalah tersebut. 

Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini dalam FGD mengungkapkan kualitas pelayanan publik di 
Desa Busung Panjang, dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah desa, masyarakat, dan 
pemerintah daerah. Diperlukan inovasi dalam kebijakan dan peningkatan kapasitas birokrasi desa agar 
pelayanan yang diberikan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan perbaikan dalam 
infrastruktur, sistem administrasi, dan koordinasi antar perangkat desa, diharapkan pelayanan publik di 
Desa Busung Panjang dapat meningkat secara signifikan, mendukung pembangunan yang 
berkelanjutan, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat . 

 
4. Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal 

Tantangan dalam pengembangan UMKM berbasis potensi lokal sering kali berkaitan dengan 
berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha tersebut. Beberapa 
tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM di daerah berbasis potensi lokal, seperti Desa Busung 
Panjang, antara lain: 
a. Keterbatasan Akses ke Modal dan Pembiayaan; Banyak UMKM di desa terkendala dalam 

memperoleh akses ke modal usaha yang cukup. Bank dan lembaga keuangan formal sering kali 
memiliki persyaratan yang sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM, seperti jaminan yang tidak dimiliki oleh 
mereka. Keterbatasan dana ini menghambat UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi dan 
memperluas jaringan pasar. Pemerintah bisa memberikan program pembiayaan yang lebih mudah 
diakses oleh pelaku UMKM melalui skema kredit mikro atau dengan melibatkan lembaga keuangan 
non-bank yang menyediakan pinjaman tanpa jaminan. Selain itu, pemberian pelatihan mengenai 
manajemen keuangan dan pemahaman sistem pembiayaan bisa membantu UMKM mengelola dana 
yang mereka miliki secara lebih efektif. 

b. Kurangnya Keterampilan dan Pengetahuan dalam Pengelolaan Bisnis; Banyak pengusaha kecil di 
daerah pesisir yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan bisnis, 
pemasaran, dan inovasi produk. Hal ini menyulitkan mereka dalam meningkatkan daya saing dan 
memperluas jangkauan pasar. Penyuluhan dan pelatihan berbasis keterampilan praktis dan 
manajerial sangat dibutuhkan. Program seperti bimbingan teknis dan workshop yang mengajarkan 
cara mengelola bisnis, membuat produk yang sesuai dengan permintaan pasar, serta memanfaatkan 
teknologi informasi untuk pemasaran bisa menjadi solusi. Pemberdayaan masyarakat melalui 
pelatihan berbasis teknologi juga dapat membantu mereka mengembangkan produk yang lebih 
inovatif dan lebih mudah dipasarkan. 

c. Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Pasar; Infrastruktur yang buruk, seperti transportasi dan 
sarana komunikasi yang terbatas, sering kali menjadi kendala utama bagi UMKM dalam menjangkau 
pasar yang lebih luas. Selain itu, ketergantungan pada pasar lokal yang terbatas membuat UMKM 
sulit berkembang. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih pada pengembangan 
infrastruktur dasar yang mendukung kelancaran distribusi barang dan akses pasar, seperti perbaikan 
jalan, penyediaan listrik, serta pengembangan jaringan internet untuk mendukung transaksi digital. 
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Selain itu, kerjasama dengan platform e-commerce dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan 
memberikan kesempatan bagi produk lokal untuk dipasarkan secara lebih luas, bahkan secara 
internasional. 

d. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Belum Optimal; UMKM di desa berbasis potensi alam 
sering kali belum dapat mengelola sumber daya alam secara optimal. Misalnya, hasil tangkapan ikan 
atau produk laut lainnya belum diolah menjadi produk bernilai tambah yang lebih tinggi, sehingga 
mereka terjebak dalam pola bisnis yang hanya bergantung pada komoditas mentah. Pemberdayaan 
masyarakat untuk mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah merupakan kunci. Pelatihan 
tentang teknologi tepat guna, pengolahan produk secara lebih modern, serta kemasan yang menarik 
dapat meningkatkan nilai jual produk. Misalnya, mengolah ikan menjadi ikan olahan atau produk 
makanan khas lokal yang bisa dipasarkan lebih luas. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan 
pelaku UMKM tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pasar komoditas mentah. 

e. Keterbatasan Dukungan Pemerintah dan Lembaga terkait; Sering kali, UMKM di desa tidak 
mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah atau lembaga terkait dalam hal pemasaran, 
pengembangan produk, atau akses ke teknologi terbaru. Banyak kebijakan yang belum terjangkau 
oleh pelaku usaha kecil ini, yang menyebabkan mereka tertinggal dalam persaingan pasar. 
Pemerintah harus lebih aktif dalam memberikan bantuan kepada UMKM melalui kebijakan yang 
mendukung pengembangan usaha lokal, seperti program pemberdayaan UMKM berbasis potensi 
lokal, penyuluhan tentang hak cipta dan paten produk, serta dukungan dalam akses teknologi dan 
pasar. Kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, atau perusahaan besar juga dapat 
membuka peluang baru bagi UMKM untuk mengakses teknologi terbaru dan meningkatkan 
kapasitas produksi mereka. 

Dengan menyelesaikan tantangan-tantangan ini dan menerapkan solusi yang tepat, 
pengembangan UMKM berbasis potensi lokal dapat lebih maksimal, mendorong perekonomian desa, 
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 
 
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Pada pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan di Desa Busung Panjang, 
terlihat peningkatan yang signifikan dalam partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber 
daya alam (SDA). FGD ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pemetaan potensi SDA 
yang ada di wilayah pesisir tersebut. Sebelumnya, masyarakat cenderung pasif dalam mengelola SDA, 
sering kali mengandalkan pemerintah atau pihak luar untuk mengambil keputusan. Namun, melalui forum 
ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk berbicara, berbagi pengetahuan, dan memberikan masukan 
terkait pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa mereka. Terlihat bahwa, setelah FGD, 
masyarakat menunjukkan minat yang lebih besar dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan SDA, 
dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian alam. 

Salah satu aspek penting yang dibahas dalam FGD adalah pemetaan potensi SDA yang ada di 
pesisir Desa Busung Panjang. Masyarakat secara langsung terlibat dalam mengidentifikasi berbagai 
potensi, baik itu terkait dengan hasil laut seperti ikan, terumbu karang, maupun potensi pariwisata 
berbasis alam yang dapat dikembangkan di desa mereka. Proses ini membuka wawasan baru bagi 
masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan SDA, mengingat sebagian besar 
pendapatan mereka bergantung pada alam. Partisipasi aktif dalam pemetaan ini tidak hanya 
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang potensi yang ada, tetapi juga memberi mereka rasa 
kepemilikan terhadap sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, mereka lebih 
terdorong untuk menjaga dan melestarikan SDA agar tetap bermanfaat bagi generasi mendatang. 

Selanjutnya, FGD ini juga membahas tantangan yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan 
SDA, termasuk masalah perusakan lingkungan akibat kegiatan ilegal dan eksploitasi yang tidak 
bertanggung jawab. Diskusi ini memperlihatkan bahwa masyarakat pesisir sering kali terjebak dalam pola 
konsumsi yang merusak karena kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang terhadap 
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lingkungan. Oleh karena itu, salah satu hasil penting dari forum ini adalah adanya kesepakatan bersama 
untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan. 
Peningkatan pengetahuan mengenai praktek-praktek ramah lingkungan dan pengelolaan berbasis 
masyarakat menjadi salah satu poin utama yang harus dijalankan pasca forum. Melalui pemberdayaan 
seperti ini, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kelestarian alam dan mulai merancang strategi 
untuk mengurangi kerusakan yang sudah terjadi. 

Selain itu, pelibatan berbagai pihak dalam FGD, seperti pemerintah daerah, LSM, dan 
akademisi, sangat memperkaya diskusi dan memberikan pandangan yang lebih luas tentang 
pengelolaan SDA. Kehadiran pihak-pihak ini juga memberi dorongan agar masyarakat pesisir tidak 
merasa sendirian dalam menghadapi tantangan yang ada. Kolaborasi antara masyarakat dan berbagai 
stakeholders ini penting untuk menciptakan model pengelolaan SDA yang lebih inklusif dan 
berkelanjutan. Dalam konteks ini, FGD menjadi sarana penting untuk membangun jejaring yang kuat 
antara masyarakat pesisir dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan, sumber daya, dan 
kapasitas untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada. Pemahaman yang lebih baik tentang 
peran masing-masing pihak dapat memperkuat rasa kebersamaan dalam menjaga dan memanfaatkan 
SDA dengan bijaksana. 

Secara keseluruhan, FGD ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi 
masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat tidak hanya memperoleh 
pengetahuan baru tentang potensi SDA, tetapi juga belajar untuk lebih aktif dalam menjaga 
kelestariannya. Ke depannya, untuk mempertahankan momentum ini, perlu ada kegiatan lanjutan yang 
dapat memfasilitasi implementasi hasil-hasil diskusi yang telah dicapai. Program-program pendidikan 
dan pelatihan lebih lanjut sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan teknis 
dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan 
masyarakat pesisir akan semakin kokoh dan berperan penting dalam pelestarian lingkungan sekaligus 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 
 
Kesimpulan 

Forum Group Discussion (FGD) di Desa Busung Panjang menunjukkan bahwa pemberdayaan 
masyarakat pesisir dalam pemetaan potensi sumber daya alam (SDA) memiliki dampak yang signifikan 
terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA. Desa Busung 
Panjang memiliki potensi besar dalam sektor kelautan, seperti kekayaan biota laut yang telah diekspor 
ke luar negeri, serta potensi pariwisata berbasis alam. Namun, dalam pengelolaannya, masih terdapat 
tantangan seperti keterbatasan pengetahuan mengenai manajemen kewirausahaan, infrastruktur yang 
kurang memadai, serta masalah sanitasi dan akses air bersih. Oleh karena itu, kegiatan FGD yang 
melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, akademisi, dan LSM menjadi sarana penting untuk 
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan. 

Proses pemberdayaan masyarakat melalui FGD juga menyoroti pentingnya pembinaan 
perangkat desa dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keterampilan dalam mengelola 
sumber daya alam. Pembinaan ini mencakup peningkatan kapasitas manajerial, pemahaman tentang 
kebijakan dan regulasi yang ada, serta pelatihan kewirausahaan berbasis hasil laut. Selain itu, diskusi 
dalam FGD menyarankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait 
lainnya dalam memecahkan permasalahan yang ada, seperti peningkatan infrastruktur, akses 
pembiayaan, dan pengelolaan SDA secara efisien dan ramah lingkungan. Hal ini penting untuk 
menciptakan model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. 

Dalam konteks pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, tantangan utama yang dihadapi 
adalah keterbatasan akses ke modal, infrastruktur yang buruk, serta kurangnya pengetahuan dalam 
mengelola bisnis dan pemasaran. Pembinaan terhadap pelaku UMKM, terutama dalam mengolah hasil 
laut menjadi produk bernilai tambah, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal. 
Dengan memperkuat kapasitas UMKM melalui pelatihan dan penyuluhan yang melibatkan teknologi 
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serta sistem pemasaran yang lebih luas, seperti platform e-commerce, diharapkan produk lokal dapat 
lebih berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara keseluruhan, pemberdayaan 
masyarakat melalui FGD di Desa Busung Panjang menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan 
partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA, serta dukungan kebijakan yang tepat, merupakan 
kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat pesisir. 
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